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ABSTRAK 

FITRIA AGUSTI, NIM. 1902022002 (2022). Judul Tesis: “Perlindungan 

Konsumen Dalam Perjanjian Fintech Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam 

dan Hukum Positif”. Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Program 

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. 

Pokok permasalahan dan penelitian ini adalah perlindungan konsumen 

pada perjanjian fintech (pinjaman online) ditinjau dari perspektif hukum Islam 

yaitu berdasarkan fatwa DSN MUI dan hukum positif yaitu berdasarkan POJK, 

dan melihat sejauh apa perlindungan konsumen yang sudah di atur dalam hukum 

Islam dan hukum positif. 

Jenis penelitian pada penulisan tesis ini mengunakan penelitian hukum 

normtif, dengan pendekatan kualitatif serta sumber data yang digunakan ialah 

sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data 

berupa studi kepustakaan. 

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa perjanjian 

pada fintech (pinjaman online) yang sudah ada ini belum sepenuhnya dapat 

melindungi hak-hak dan kewajiban konsumen sesuai dengan aturan hukum yang 

sudah berlaku seperti Fatwa DSN MUI Nomor 117. Karena aturan untuk fintech 

syariah sampai saat sekarang ini hanya satu yang dijadikan sebagai sumber hukum 

utama yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang Layanan 

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. 

Sedangkan perlindungan konsumen dalam hukum positif berdasarkan POJK 

Nomor 77 tahun 2016 dan POJK Nomor 13 tahun 2018 penulis mendapati fakta 

Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan sebetulnya 

sudah memberikan perlindungan dan didalamnya menjamin ketertiban, kepastian, 

dan keadilan bagi konsumen, namum POJK hanya mengatur satu aspek pada 

perjanjian pinjaman online yaitu pinjaman online secara konvensional. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Era digitalisasi adalah sebutan untuk era saat ini, dimana hampir 

seluruh masyarakat di Indonesia bergantung pada penggunaan internet 

dalam kehidupan sehari-harinya. Dimana Perkembangan serta 

pertumbuhan di bidang teknologi dan komunikasi sangat pesat, cepat dan 

dinamis hingga membawa berbagai pengaruh serta perubahan pada 

berbagai aspek kehidupan manusia.  Berbagai aktivitas dan kegiatan yang 

sebelumnya hanya bisa dilaksanakan secara langsung dengan cara tatap 

muka, saat ini bisa dilaksanakan secara daring dengan bantuan dan 

penggunaan berbagai aplikasi yang ada pada smartphone. Berbagai 

aplikasi ini akan terhubung serta terkoneksi dengan menggunakan jaringan 

internet. Tidak hanya itu, masyarakat pun dituntut untuk bisa lebih terbuka 

serta dapat menerima berbagai perkembangan, penemuan, dan inovasi 

yang ada. Berbagai kemudahan yang ditawarkan khususnya mengenai 

akses pada banyak informasi menjadikan masyarakat lebih cepat untuk 

mengetahui banyak hal yang sebelumnya belum diketahui (Hakim, 

Wisudawan, & Setiawan, Vol.14, No.1, 6 Maret 2020). 

Pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi yang begitu 

cepat, membawa perubahan pada masyarakat hingga menjadi era digital, 

dimana segala bentuk transaksi dan aktivitas jual beli ataupun lainnya 

dapat diakses melalui aplikasi-aplikasi terkini, bukan hanya itu, 

perkembangan ini menjadikan masyarakat lebih menyukai menggunakan 

teknologi terkini supaya lebih praktis, termasuk juga dalam hal pinjam-

meminjam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Anwar , Riyanti, & 

Alim, Volume 21 No. 2, Juli-Desember 2020). 

Pada saat ini pengguna teknologi sangat jauh melonjak 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apalagi di bidang internet 

yang sudah sampai kepada daerah-daerah baik itu provinsi, kabupaten dan 



 
 

desa hampir seluruh kawasan sudah memiliki jaringan internet karena 

kemajuan teknologi di era sekarang ini. Kemudian, dengan adanya 

kemajuan teknologi yang ada mengakibatkan masyarakat sudah lebih 

mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan, baik itu bentuk 

barang ataupun jasa.  Teknologi informasi yang terus berkembang, 

akhirnya memberikan berbagai pengaruh yang besar bagi kehidupan 

sehari-hari di dalam masyarakat. Banyaknya kemudahan yang diberikan 

untuk melakukan aktivitas sehari-hari juga menjadi suatu keuntungan yang 

didapatkan oleh masyarakat karena perkembangan teknologi dan informasi 

tersebut. Adapun satu dari banyaknya kemudahan yang diberikan adalah 

pada bidang keuangan maupun finansial dengan adanya pinjaman online 

(financial technology) ( Pardosi & Primawardani, Volume 11, No 3, 

Desember 2020). 

Pinjaman online merupakan salah satu bagian dari financial 

technology (fintech) dan merupakan suatu bentuk dari pengaplikasian 

kemajuan teknologi yang memberikan penawaran berbentuk pinjaman 

kepada masyarakat. Pinjaman yang ditawarkan dengan berbagai syarat dan 

ketentuan yang mudah serta fleksibel untuk dipenuhi jika dibandingkan 

dengan tawaran pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya 

seperti perbankan. Tidak hanya itu, pinjaman online juga dianggap cocok 

pada pasar Indonesia, hal ini karena hampir seluruh masyarakat Indonesia 

memiliki telepon seluler meskipun akses keuangan pada masyarakat masih 

sangat rendah (Arifin, 2018, hal. 175). 

Fintech adalah suatu bentuk usaha pada bidang keuangan yang 

memanfaatkan kemajuan teknologi. Kemajuan inilah yang kemudian 

menuntut untuk usaha yang bergerak di bidang keuangan agar bisa 

bersinergi dengan kemajuan teknologi tersebut. Apabila suatu bidang 

usaha tidak bisa mengikuti, memanfaatkan, serta bersinergi dengan 

perkembangan dan kemajuan ini, maka besar kemungkinan usaha sulit 

untuk berkembang bahkan berpeluang untuk ditinggalkan oleh konsumen. 

Adapun penyebab dari tuntutan ini adalah karena hampir tidak ada aspek 



 
 

pada kehidupan masyarakat yang tidak berhubungan dengan kemajuan 

yang terjadi pada bidang teknologi dan informasi. Maka dengan demikian, 

perlu bagi setiap usaha untuk melakukan pembaruan pada sistem yang 

digunakan agar bisa diseimbangkan dengan penggunaan teknologi 

(Wulandari, Vol. 6, No 2, November 2018).  

Perkembangan financial technology yang sangat pesat perlu diatur 

oleh hukum untuk pengembangan industri itu sendiri juga untuk 

melindungi masyarakat selaku pengguna. Pemerintah melalui Bank 

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang berwenang 

mengatur financial technology sesuai dengan kategorinya, telah 

mengeluarkan peraturan teknis dalam regulasi terkait financial technology, 

diantaranya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 

tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. 

Di Indonesia fintech dikenal dengan istilah Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK Nomor 

77/POJK.01/2016 Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa “Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (fintech) adalah 

penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi 

pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian 

pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem 

elektronik dengan menggunakan jaringan internet”. (POJK, 2016) 

Keberadaan fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang 

lebih praktis dan aman.  

Alternatif-alternatif yang dihadirkan menjadi pilihan dalam 

mengambil keputusan dalam hal kekurangan finansial. Saat ini, jenis 

financial technology yang berkembang pesat di Indonesia ialah financial 

technology payment (layanan pembayaran berbasis teknologi informasi) 

dan financial technology peer to peer lending (layanan pinjam meminjam 

uang berbasis teknologi informasi) (Sari, 2020, p. 3).  



 
 

Financial technology (peer to peer lending) hadir untuk menjawab 

permasalahan akses keuangan masyarakat pada lembaga keuangan. 

Sebelumnya, berhubungan dengan lembaga keuangan (perbankan) 

merupakan hal yang cukup rumit dan menghabiskan waktu yang cukup 

lama. Oleh karena itu, financial technology (peer to peer lending) 

menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses transaksi keuangan 

masyarakat, khususnya peminjaman dana (Saksonova, 2017). Financial 

technology (peer to peer lending) menjadi alternatif investasi dan sumber 

pendanaan yang sangat praktis bagi masyarakat di Indonesia sehingga 

terdapat risiko yang harus ditanggung oleh penerima dana. 

Salah satu bentuk dari fintech ini adalah Peer to Peer Lending atau 

P2P L, dimana produk ini membawa si pemberi pinjaman dan peminjam 

melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Peer to Peer Lending 

menyediakan platform secara online dimana pemilik dana secara langsung 

bisa memberikan atau meminjamkan dana kepada si peminjam, dengan 

pengembalian pinjaman yang lebih tinggi, namun persyaratan yang relatif 

mudah dan tidak terlalu menghabiskan waktu. 

Sejauh ini ketentuan mengenai Peer to Peer Lending di Indonesia 

memang masih sedikit dan belum banyak dibahas secara menyeluruh 

bahkan belum ada aturan selevel undang-undang yang mengatur secara 

khusus mengenai Peer to Peer Lending ini. Sebagai langkah untuk 

memastikan optimalisasi Peer to Peer Lending baik dari segi pertumbuhan 

ekonomi, inklusi keuangan maupun pencegahan adanya potensi gangguan 

stabilitas sistem keuangan, diperlukan pembahasan mengenai bagaimana 

regulasi dalam perlindungan konsumen (Konsumen, 2017, p. VII). Bahkan 

aturan tentang Fintech syariah hanya satu sebagai pedoman sumber hukum 

di Indonesia yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang 

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip 

Syariah. 

 



 
 

Peer to Peer Lending yang sejauh ini terkenal di dalam sistem 

keuangan konvensional, perlahan-lahan masuk ke dalam sistem keuangan 

syariah, mengingat negara Indonesia yang merupakan negara dengan 

mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di Asia. Oleh sebab itu, 

terdapat potensi yang besar dalam pengembangan transaksi-transaksi 

keuangan modern yang berbasis syariah. Berdasarkan data yang dihimpun 

pada akhir tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan peraturan melalui 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 

117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi 

informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Segala kemudahan yang diberikan 

oleh Peer to Peer Lending baik konvensional maupun syariah tidak 

menutup kemungkinan akan segala resiko yang ada. 

Semakin berkembangnya layanan financial technology khususnya 

terkait peer to peer lending atau pinjaman secara online turut membawa 

manfaat terutama kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dana secara 

cepat, guna turut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi namun 

disisi lain turut membawa permasalahan-permasalahan baru yang muncul. 

Tidak hanya itu fintech peer to peer lending secara konvensional juga 

diatur dalam POJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 13 

tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. 

Adanya aturan tersebut belum sepenuhnya dapat melindungi hak-

hak konsumen, pasalnya dalam POJK Nomor 77 tahun 2016 pada Bab IV 

dijelaskan tentang perjanjian pemberi pinjaman dengan penerima 

pinjaman, dalam hal ini POJK mengatur tentang perjanjian baku antara 

pihak peminjam dan pihak penerima pinjaman, artinya tidak adanya asas 

kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku tersebut, sedangkan POJK 

Nomor 77 tahun 2018 pasal 29 menjelaskan penyelenggara wajib 

menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna salah satunya 

adalah perlakuan yang adil. Tidak jauh berbeda dengan POJK Nomor 13 

tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. 



 
 

Oleh karena itu hukum diharapkan hadir di dalamnya dalam bentuk 

apapun, harus memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang ikut serta 

didalamnya dengan dilengkapi dengan sanksi-sanksi yang tegas agar 

memberikan efek di dalam penerapan hukum itu sendiri (Maskun, 2013, p. 

11). 

Maka dari itu dibutuhkan perlindungan hukum bagi konsumen 

pengguna jasa financial technology (peer to peer lending). Selanjutnya 

dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

mendefinisikan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen (UUPK, 1999). 

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan 

hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek 

hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar 

fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan 

kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan 

perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen (Iman, 

2016, p. 13). 

Namun batasan definisi mengenai hukum perlindungan konsumen 

tidak dapat kita temukan secara tersurat di dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Serta sejauh mana undang-undang perlindungan 

konsumen bisa melindungi hak-hak dari konsumen pengguna jasa 

financial technology (peer to peer lending) dari hukum perlindungan 

konsumen dan sumber-sumber hukum yang ada di dalamnya perlu digali 

lebih dalam lagi oleh penulis. 

Berangkat dari permasalahan yang kemungkinan akan menjadi 

kendala besar dalam masyarakat maka pemerintah yang mempunyai peran 

strategis baik itu dalam mengawasi atau memberi perlindungan bagi 

masyarakat, keterlibatan secara langsung baik itu pemerintah maupun 

Undang-Undang dalam permasalahan di dunia teknologi merupakan salah 

satu hal penting yang dibutuhkan didalamnya khususnya untuk menjadi 



 
 

penengah dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang kerap terjadi di 

bidang teknologi tersebut. Karena belum adanya aturan secara spesifik 

tentang perlindungan konsumen untuk jasa keuangan elektronik inilah 

penelitian ini penting, untuk itu penulis perlu menggalinya secara 

normatif, dengan aturan hukum yang sifatnya memberikan perlindungan 

kepada nasabah financial technology (P2P Lending). 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian untuk mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam 

sebuah penulisan dengan judul “Perlindungan Konsumen Dalam 

Perjanjian Fintech Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan 

Hukum Positif”. 

B. Fokus Penelitian 

Sesuai dengan berbagai penjelasan pada latar belakang 

sebelumnya, maka yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu 

“Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Fintech di Ditinjau dari 

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. 

C. Pertanyaan Penelitian 

Dari penjelasan mengenai fokus penelitian sebelumnya, maka 

berikut ini adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:  

1. Bagaimana perlindungan konsumen dalam perjanjian fintech 

menurut Hukum Islam? 

2. Bagaimana perlindungan konsumen dalam perjanjian fintech 

menurut Hukum Positif? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok yang telah penulis rumuskan di atas, 

maka berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1. Untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam perjanjian 

fintech menurut Hukum Islam? 

2. Untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam perjanjian 

fintech menurut Hukum Positif 



 
 

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 

1. Manfaat 

a) Secara Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis sangat 

berharap bisa memberikan berbagai informasi serta ilmu 

pengetahuan mengenai Perlindungan Konsumen Dalam 

Perjanjian Fintech Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan 

Hukum Positif. 

b) Secara Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk 

sumbang pikiran dari penulis untuk lembaga pendidikan 

Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya di Institut Agama 

Islam Negeri Batusangkar. 

2) Penelitian ini juga diharapkan bisa meningkatkan dan 

mengembangkan wawasan ilmiah dalam rangka memenuhi 

Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

2. Luaran Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi sumbang pikiran 

dan juga menjadi masukan serta wacana berbentuk ilmiah kepada 

masyarakat secara umum dan garis besar serta penelitian bisa 

dilakukan pengembangan hingga dapat diterbitkan pada jurnal 

ilmiah.  

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah, batasan pengertian yang dijadikan 

sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan. 

Agar tidak adanya kesalahpahaman antara penulis dengan pembaca 

mengenai judul dari tesis ini, maka penulis akan menjelaskan berbagai 

istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:  

Perlindungan konsumen, segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 



 
 

konsumen. Sedangkan yang penulis maksud perlindungan konsumen 

disini adalah tentang perlindungan hak-hak dan kewajiban konsumen 

dalam perjanjian pinjaman online. 

Perjanjian fintech, merupakan kesepakatan kedua belah pihak 

secara online untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih 

yang bentuk perjanjiannya tertuang pada suatu dokumen yang 

berbentuk elektronik. 

Pinjaman online (fintech), adalah suatu layanan pada 

pembiayaan yang ada atau disediakan oleh suatu badan tertentu secara 

online/daring. Meskipun demikian belum seluruh aplikasi pinjaman 

online telah terdaftar atau telah memiliki izin dari Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) hingga dapat dikategorikan sebagai pinjaman online 

illegal, dalam hal ini penulis fokus kepada pinjaman online yang sudah 

mengantongi izin dari OJK. Sedangkan yang penulis maksud dalam 

pinjaman online adalah pada jenis Peer to Peer Lending, yaitu 

pinjaman uang secara online melalui platform yang sudah disediakan 

oleh si peminjam. 

Hukum Islam, sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada 

wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf 

(orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan 

diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu 

pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya 

secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang 

diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang 

Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun 

yang berhubungan dengan amaliyah (Ali, 2008). Sedangkan yang 

penulis maksud hukum Islam disini adalah aturang tentang fintech 

(peer to peer lending) berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 

2018). 

Hukum Positif, merupakan sekumpulan asas serta kaidah 

hukum yang berlaku saat ini, hukum ini dapat berupa lisan atau tulisan 



 
 

dimana keberlakuan dari hukum ini dapat mengikat secara khusus dan 

umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan ataupun pemerintahan 

yang ada dalam suatu Negara. Sedangkan hukum positif yang penulis 

maksud disini adalah aturan tentang perlindungan konsumen dalam 

POJK Nomor 77 tahun 2016 dan POJK Nomor 13 tahun 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai 

pengertian perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 1 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Perlindungan Konsumen 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen”. 

Peirlindungan konsumein meirupakan istilah yang digunakan 

guna meinggambarkan adanya hukum yang meimbeirikan suatu 

beintuk peirlindungan keipada konsumein apabila ada keirugian atas 

peinggunaan barang dan/jasa. Meinurut peiraturan peirundang-

undangan, peirlindungan konsumein adalah seigala hak upaya yang 

meinjamin adanya keipastian hukum untuk meimbeirikan 

peirlindungan keipada konsumein. Orang yang diseibut konsumein 

adalah seiseiorang yang meinggunakan barang dan/jasa yang te ilah 

teirseidia di masyarakat, baik bagi keipeintingan seindiri, keiluarga, 

orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk dipe irjual 

beilikan (S, 2011, p. 2). 

Peirlindungan konsumein meirupakan masalah keipeintingan 

seisama manusia. Oleih kareina itu, meinjadi seimua harapan bagi 

seimua bangsa di dunia guna meiwujudkan hubungan dari beirbagai 

dimeinsi yang satu sama lain meimiliki keiteirkaitan dan saling 

keiteirgantungan antara konsumein, peilaku usaha dan peimeirintah. 

Dari peingeirtian diatas hampir sama deingan peirlindungan hukum, 

namun dalam hal ini leibih speisifik yakni keipada konsumein. 

Peirlindungan sudah pasti meimiliki tujuan-tujuan teirseindiri, salah 

satunya untuk meinghindari adanya seingkeita antar para pihak dan 



 
 

juga dari pihak peilaku usaha dan konsumein meimliki itikad baik 

untuk teitap meimahami dan meinaati peiraturan peirundang-undang 

yang teilah diatur meingeinai peirlindungan konsumein. 

2. Asas Peirlindungan Konsumein 

Untuk meineigakkan hukum peirlindungan konsumein, maka 

peirlu dibeirlakukannya asas-asas yang beirfungsi seibagai landasan 

peineitapan hukum. Peingaturan meingeinai asas-asas atau prinsip-

prinsip yang beirlaku dalam hukum peirlindungan konsumein 

dirumuskan dalam peiraturan peirundang-undangan yang 

meinyatakan bahwa peirlindungan konsumein beirasaskan manfaat, 

keiadilan, keiseiimbangan, keiamanan, dan keiseilamatan konsumein 

seirta partisipasi hukum, seipeirti yang dinyatakan dalam Pasal 2 

Undang-Undang Reipublik Indoneisia Nomor 8 Tahun 1999 

Teintang Peirlindungan Konsumein. Adapun peinjeilasan meingeinai 

asas-asas teirseibut: 

a. Asas Manfaat 

Dimaksudkan untuk meingamanatkan bahwa seigala 

upaya dalam peinyeileinggaraan peirlindungan konsumein harus 

meimeibeirikan manfaat seibeisar beisarnya bagi keipeintingan 

konsumein dan peilaku usaha seicara keiseiluruhan. 

b. Asas Keiadilan 

Dimaksudkan agar partisipasi seiluruh rakyat dapat 

diwujudkan seicara maksimal dan meimbeirikan keiseimpatan 

keipada konsumein dan peilaku usaha untuk meimpeiroleih haknya 

dan meilaksanakan keiwajibannya seicara adil. 

c. Asas Keiseiimbangan 

Dimaksudkan untuk meimbeiri keiseiimbangan antara 

keipeintingan konsumein, peilaku usaha, dan peimeirintah dalam 

arti mateiriil ataupun spiritual. 

 

 



 
 

d. Asas Keiamanan dan Keiseilamatan Konsumein 

Dimaksudkan untuk meimbeirikan jaminan atas 

keiamanan dan keiseilamatan keipada konsumein dalam 

peinggunaan, peimakaian, dan peimanfaatan barang dan/jasa 

yang dikonsumsi atau digunakan. 

e. Asas keipastian Hukum 

Dimaksudkan agar, baik peilaku usaha maupun 

konsumein meinaati hukum dan meimpeiroleih keiadilan dalam 

peinyeileinggaraan peirlindungan konsumein, seirta neigara 

meinjamin keipastian hukum. 

Keilima asas yang diseibutkan dalam pasal teirseibut, bila 

dipeirhatikan subtansinya, dapat dibagi meinjadi 3 (tiga) asas yaitu: 

1) Asas keimanfaatan yang didalamnya meiliputi asas keiamanan 

dan keiseilamatan konsumein. 

2) Asas keiadilan yang didalamnya meiliputi asas keiseiimbangan. 

3) Asas keipastian hukum (Ahmadi & Yodo, 2004, p. 26). 

Diantara tiga asas diatas seiringkali yang meinjadi sorotan 

utama adalah masalah keiadilan. Asas-asas hukum seiharusnya bisa 

deingan seindirinya meineimpatkan asas ini meinjadi rujukan peirtama 

baik dalam peiraturan peirundang-undangan maupun dalam 

beirbagai aktivitas yang beirhubungan deingan geirakan peirlindungan 

konsumein oleih seimua pihak yang teirlibat didalamnya. Asas 

keiseiimbangan dikeilompokkan keidalam asas keiadilan, meingingat 

hakikat keiseiimbangan yang dimaksud adalah keipeintingan bagi 

konsumein, peilaku usaha dan peimeirintah. Maksud dan tujuan 

peimeirintah disini adalah seibagai peirwakilan atau meiwakili 

keipeintingan publik yang keihadirannya tidak seicara langsung 

diantara para pihak, namun meilalui peimbatasan yakni dalam 

beintuk keibijakan-keibijakan yang dituangkan dalam beirbagai 

peiraturan peirundang-undangan (Ahmadi & Yodo, 2004). 



 
 

Asas-asas digunakan seibagai panutan atau landasan 

peineitapan hukum oleih pihak konsumein ataupun peilaku usaha, 

dalam bahasa seihari-hari bisa diseibut seibagai panutan. Landasan 

peineitapan hukum beirguna dikalangan konsumein dan peilaku usaha 

dalam meinjalankan usahanya atau dalam meilakukan jual beili 

deingan tujuan agar teirhindar dari seingkeita antar keidua beilah pihak 

ataupun peimeirintah seikalipun dan beirpandangan teirhadap asas-

asas yang teilah diatur dalam peiraturan peirundang-undangan. Asas 

meimiliki peiran peinting dalam seigala beintuk hukum, tanpa adanya 

asas hukum dapat timbul banyaknya masalah dari beirbagai sisi. 

Asas beirtujuan untuk meireidamkan atau meinghindari teirjadinya hal 

yang tidak diinginkan seipeirti seingkeita dan teirjadinya masalah 

hukum dari sisi manapun. 

3. Tujuan Peirlindungan Konsumein 

Peiraturan peirundang-undangan yang meinjeilaskan 

meingeinai tujuan peirlindungan konsumein teirdapat pada Pasal 3 

Undang-Undang Reipublik Indoneisia Nomor 8 Tahun 1999 teintang 

Peirlindungan Konsumein yang beirtujuan : 

a. Meiningkatkan keisadaran, keimampuan dan keimandirian 

konsumein untuk meilindungi diri; 

b. Meingangkat harkat dan martabat konsumein deingan cara 

meinghindarkannya dari akseis neigatif peimakaian barang 

dan/atau jasa; 

c. Meiningkatkan peimbeirdayaan konsumein dalam meimilih, 

meineintukan dan meinuntut hak haknya seibagai konsumein; 

d. Meinciptakan sisteim peirlindungan konsumein yang 

meingandung keipastian hukum dan keiteirbukaan informasi seirta 

akseis untuk meindapatkan informasi; 

e. Meinumbuhkan keisadaran peilaku usaha meingeinai peintingnya 

peirlindungan konsumein seihingga tumbuh sikap yang jujur dan 

beirtangung jawab dalam beirusaha; 



 
 

f. Meiningkatkan kualitas barang dan/jasa yang me injamin 

keilangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, ke iseihatan, 

keinyamanan, keiamanan, keiseilamatan konsumein. 

Tujuan peirlindungan hukum pada hakikatnya adalah untuk 

meincapai maslahat dari hasil transaksi eikonomi/bisnis. Peingeirtian 

maslahat dalam keigiatan eikonomi/bisnis adalah peirpaduan antara 

peincapaian keiuntungan. Salah satu unsur peinting dalam keigiatan 

usaha eikonomi dan bisnis adalah adanya konsumein. Hampir 

keiseiluruhan orang yang teilah meinggunakan produk barang 

dan/jasa yang beireidar di masyarakat dapat dikatakan seibagai 

konsumein. Banyaknya konsumein yang beirgantung pada 

keibeiradaan suatu produk yang beireidar di masyarakat, 

meinyeibabkan keibeiradaannya peirlu meindapat peirlindungan 

(Nugrahaningsih, 2017). 

Achmad Ali meingatakan masing-masing undang-undang 

meimiliki tujuan khusus dan hal itu juga tampak dari pe ingaturan 

pasal 3 Undang-Undang Peirlindungan Konsumein diatas. Yang 

meingatur tujuan khusus peirlindungan konsumein seikaligus 

meimbeidakan deingan tujuan umum seibagaimana diatur dalam 

Pasal 2 Undang-Undang Peirlindungan Konsumein. Keieinam tujuan 

khusus peirlindungan konsumein yang diseibtukan diatas bila 

dikeilompokkan dalam tiga tujuan hukum seicara umum, maka 

tujuan hukum untuk meindapatkan keiadilan teirlihat dalam point 

huruf c dan huruf ei. Seimeintara tujuan yang meimbeirikan suatu 

keimanfaatan teirdapat pada ponit huruf a dan b se irta huruf c, d dan 

f. Teirakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan ke ipastian 

hukum teirlihat pada point d. Peingeilompokkan ini tidak beirlaku 

mutlak, oleih kareina seipeirti yang dilihat pada point huruf a sampai 

huruf f teirdapat tujuan yang dapat dikualifikasikan seibagai tujuan 

ganda (Ali A. , 1998, p. 95). 



 
 

Tujuan peirlindungan konsumein meimiliki tujuan yang 

keisamaan deingan tujuan peiraturan peirundang-undangan yang lain 

yaitu untuk meimbeirikan suatu peirlindungan keipada konsumein 

apabila teirjadi suatu keijadian yang meingakibatkan konsumein atau 

peilaku usaha meirasa dirugikan. Manusia yang dirugikan oleih 

orang lain atau konsumein yang dirugikan oleih peilaku usaha maka 

peirlindungan ini dibeirikan keipada masyarakat agar meindapatkan 

atas hak-hak yang dibeirikan oleih hukum. Masyarakat seicara tidak 

langsung dipeirhatikan oleih peimeirintah deingan dibuatnya peiratuan 

peirundang-undangan yang meingatur meingeinai peirlindungan 

konsumein. Peirlindungan konsumein yang dikeiluarkan oleih 

peimeirintah seimata-mata untuk keipeintingan masyarakat seindiri 

untuk meinghindari teirjadinya suatu seingkeita antar para pihak. 

4. Hak dan Keiwajiban Konsumein 

Peinjeilasan meingeinai hak dan keiwajiban konsumein 

beirdasarkan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Reipublik Indoneisia 

Nomor 8 Tahun 1999 Teintang Hak Peirlindungan Konsumein, yaitu: 

a. Hak atas keinyamanan, keimanan, dan keiseilamatan dalam 

meingkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b. Hak untuk meimilih barang dan/atau jasa seirta meindapatkan 

barang dan/atau jasa teirseibut seisuai deingan nilai tukar dan 

kondisi seirta jaminan yang dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang beinar, jeilas dan jujur meingeinai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 

d. Hak untuk dideingar peindapat dan keiluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakan; 

e. Hak untuk meindapatkan advokasi, peirlindungan dan upaya 

peinyeileisaian seingkeita peirlindungan konsumein seicara patut; 

f. Hak untuk meindapatkan peimbinaan dan peindidikan konsumein; 

g. Hak untukdipeirlakukan dan dilayani deicara beinar dan jujur 

seirta tidak diskriminatif; 



 
 

h. Hak untuk meindapatkan dispeinsai, ganti rugi dan/atau 

peinggantian jika barang dan/atau jasa yang diteirima tidak 

seisuai deingan peirjadnjian atau tidak seibagaimana meistinya; 

i. Hak hak yang diatur dalam keiteintuan peiraturan peirundang 

undangan yang lainnya. 

Hak diatas teilah meinjeilaskan meingeinai apa saja yang harus 

dipahami oleih peilaku usaha maupun konsumein. Konsumein juga 

meimiliki keiwajiban seibagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-

Undang Reipublik Indoneisia Nomor 8 Tahun 1999 Teintang 

Peirlindungan Konsumein , yaitu : 

a. Meimbaca atau meingikuti peitunjuk informasi dan proseidur 

peimakaian atau peimanfaatan barang dan/atau jasa, deimi 

keiamanan dan keiseilamatan; 

b. Beiritikad baik dalam meilakukan transaksi peimbeilian barang 

dan/atau jasa; 

c. Meimbayar seisuai deingan nilai tukar yang diseipakati; 

d. Meingikuti upaya peinyeileisaian hukum seingkeita peirldindungan 

konsumein seicara patut. 

Untuk meinjamin suatu barang dan/atau jasa dalam 

peinggunaannya akan aman dan nyaman maupun tidak 

meibahayakan bagi konsumein, maka konsumein dibeirikan hak 

untuk meimilih barang dan/atau jasa yang dikeiheindakinya 

beirdasarkan atas keiteirbukaan informasi yang beinar, jujur dan jeilas. 

Teirdapat juga peinyimpangan yang meirugikan, konsumein beirhak 

untuk dideingar, meimpeiroleih advokasi, binaan, peirlakuan adil, 

kompeinsasi sampai gabti rugi ( Widjaja & Yani, Jakarta, p. 30). 

Meinyangkut keiwajiban konsumein beiritikad baik hanya 

teirtuju pada transaksi peimbeilian barang dan/atau jasa. Hal ini 

diseibabkan kareina bagi konsumein keimungkinan untuk dapat 

meirugikan produsein mulai pada saat meilakukan transaksi deingan 

produsein. Beirbeida deingan peilaku usaha yang keimungkinan 



 
 

teirjadinya keirugian bagi konsumein dimulai seijak barang 

dibuat/diproduksi oleih produsein (peilaku usaha). 

B.  Finteich (Finansial Teichnology) 

1. Deifinisi Finteich 

Beiragam deifinisi teintang finteich diteimukan di dalam seijumlah 

liteiratur. Jika dilihat seicara garis beisar dan pada artian yang leibih luas 

maka finteich meingarah pada peinggunaan teiknologi yang bisa 

meinawarkan beirbagai solusi atas peirmasalahan keiuangan. Namun 

seicara leibih speisifik maka  finteich bisa diartikan seibagai suatu aplikasi 

beirbasis teiknologi digital yang meimbeirikan beirbagai solusi dari 

peirmasalahan inteirmeidiasi keiuangan. Pada deifinisi yang luas  finteich 

juga dapat dikatakan seibagai suatu industri yang di dalamnya te irdapat 

beirbagai peirusahaan yang meimakai dan meimanfaatkan teiknologi 

untuk sisteim keiuangan seirta untuk meimbeirikan layanan keiuangan 

agar meinjadi leibih eifisiein. Finteich dapat juga dipahami seibagai suatu 

beintuk dari inovasi pada keimajuan teiknologi di bidang keiuangan yang 

bisa meinciptakan beirbagai produk deingan eifeik mateirial yang 

beirhubungan deingan peinyeidiaan layanan pada bidang keiuangan 

(Nizar, Volumei V, Octobeir 2017) 

Istilah dari finteich adalah financial teichnology atau teiknologi 

finansial. Meinurut Thei National Digital Reiseiarch Ceintrei (NDRC), di 

Dublin, Irlandia, meinjeilaskan bahwa finteich adalah “innovation in 

financial seirviceis” atau dalam bahasa Indoneisia yaitu inovasi dan 

layanan pada bidang keiuangan finteich yang juga meirupakan suatu 

beintuk inovasi pada bidang keiuangan atau financial yang 

meimanfaatkan keimajuan dari teiknologi modeirn. Finteich juga bisa 

dikatakan seibagai suatu aplikasi deingan seintuhan teiknologi digital 

untuk meimbeirikan beirbagai solusi atas peirmasalahan keiuangan yang 

ada di teingah masyarakat. Tidak hanya itu, finteich juga meirupakan 

suatu industri yang di dalamnya teirdapat banyak peirusahaan untuk 

meimbeirikan layanan seirta produk yang leibih eifisiein dan eifeiktif 



 
 

deingan meinggunakan keimajuan teiknologi (Santi, Volumei 6, Nomor 3, 

2017). 

Beibeirapa tahun teirakhir ini, finteich meirupakan istilah yang 

sudah populeir di teingah-teingah masyarakat. Hal yang peirtama kali 

muncul dalam pikiran seiseiorang keitika meindeingar istilah finteich 

adalah seigala seisuatu transaksi yang ideintik deingan eifisiein dan 

eifeiktif, yang meiliputi peimbayaran, peiminjaman, peingiriman, 

inveistasi, pinjaman uang, dan hal lain seibagainya deingan transaksi 

yang leibih mudah dan ceipat. Deingan adanya finteich ini dapat 

meimbeirikan keiunggulan keipada masyarakat di antaranya meingheimat 

waktu, pikiran, teinaga dan biaya. Hal ini diseibabkan kareina adanya 

fasilitas yang dapat meimudahkan seirta meimpeirceipat seitiap transaksi 

yang dilakukan oleih masyarakat dimanapun dan kapanpun deingan 

dimanfaatkannya peirkeimbangan teiknologi pada saat seikarang ini 

(Yudha, Amiruddin, Hilmi, & eit al, 2020, hal. 2). 

Pada hakikatnya finteich meirupakan layanan keiuangan deingan 

meinggunakan teiknologi, dimana finteich meinjadi suatu layanan yang 

inovatif dalam bidang jasa keiuangan yang meimakai sisteim seicara 

onlinei, seipeirti peimbayaran cicilan keindaraan, tagihan listrik, 

peingiriman uang maupun peingeiceikan saldo deingan meinggunakan 

mobilei bangking juga meirupakan produk finteich. Meinurut National 

Digital Reiseiarch Ceintrei (NDRC), istilah finteich meirupakan suatu 

inovasi meinggunakan teiknologi yang modeirn dalam bidang finansial 

(Yudha, Amiruddin, Hilmi, & eit al, 2020, hal. 2). 

Priceiwateirhousei Coopeirs atau PwC beirpeindapat bahwa finteich 

yaitu seigmein dinamis pada bidang finansial beirbasis teiknologi yang 

beirfokus pada start-ups yang beirinovasi dalam industri produk dan 

jasa (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & eit al, 2020). 

Weieikly meindeifinisikan finteich seibagai salah satu bagian dari 

ilmu bisnis yang beirdasarkan pada softwarei untuk meindukung layanan 

keiuangan, peirusahaan finteich yang pada dasarnya meirupakan 



 
 

peirusahaan baru dan masih meirintis yang didirikan deingan tujuan 

untuk meimbeirikan gangguan pada sisteim keiuangan peirusaaan dan 

peirusahaan yang kurang meingandalkan peirangkat lunak (Yudha, 

Amiruddin, Hilmi, & eit al, 2020). 

Valuei-Streiam meindeifinisikan bahwa finteich adalah teiknologi 

yang meilayanai nasabah pada leimbaga keiuangan yang meincakup tidak 

hanya kantor beilakang dan meineingah teitapi juga kantor deipan teirtutup 

yang teilah lama dikeindalikan oleih manusia (Yudha, Amiruddin, 

Hilmi, & eit al, 2020). 

Kantox-FX meindeifinisikan bahwa finteich adalah gabungan 

antara “financial’ dan “teichnology” yang meingacu pada peirusahaan 

yang meinyeidiakan layanan finansial keiuangan deingan adanya 

keiteirlibatan teiknologi. 

Anikina eit al. (Saksonova & Meirlino, 2017: 962) meinyatakan 

bahwa keimunculan peirusahaan finteich kareina adanya dua alasan 

utama. Peirtama, saat tahun 2008 adanya krisis keiuangan global yang 

meinunjukkan keipada nasabah bahwa adanya beirbagai keileimahan seirta 

keikurangan pada sisteim peirbankan tradisional. Seilanjutnya adanya 

peirkeimbangan teiknologi modeirn yang bisa mmbeirikan beirbagai 

keimudahan mobilitas, keimudahan dalam hal peinggunaan atau 

visualisasi informasi, akseis yang leibih ceipat pada beirbagai layanan 

yang diseidiakan bagi para nasabah. 

Beirdasarkan peimikiran di atas dapat ditarik keisimpulan bahwa 

finteich ialah inovasi pada peilayanan seirta jasa bidang financial atau 

keiuangan yang meimakai seirta meimanfaatkan keimajuan teiknologi 

deingan tujuan untuk meinjadikan beirbagai transaksi seirta layanan 

keiuangan meinjadi sangat eifeiktif seirta eifisiein.  

Peirkeimbangan pada finteich ini banyak meimbeirikan peingaruh 

pada beirbagai seiktor industri jasa finansial, yang meiliputi bank, 

peingaplikasian teiknologi, peirusahaan asuransi, seirta beirbagai leimbaga 

keiuangan lain. Dalam be ibeirapa deikadei teirakhir, peineirapan teiknologi 



 
 

dan informasi untuk layanan keiuangan beirupaya untuk meimbeirikan 

inovasi, tingkat eifisieinsi infrastruktur teiknologi dan stabilitas sisteim, 

keitahanan, dan keiamanan yang leibih tinggi. Dimana financial 

teichnology yang hadir saat ini meimbeirikan beirbagai layanan baru 

yang inovatif deingan meinggunakan seipeirangkat digital (Yudha, 

Amiruddin, Hilmi, & eit al, 2020). 

Dibeirbagai neigara, peirkeimbangan finteich beinar-beinar tumbuh 

dan beirkeimbang deingan sangat ceipat dan peisat dari waktu kei waktu 

seipeirti halnya yang teirjadi di Indoneisia. Seibeilum tahun 2006 hanya 

eimpat peirusahaan finteich di Indoneisia, namun peirkeimbangannya teirus 

meiningkat hingga pada tahun 2016 lalu meinjadi 165 peirusahaan 

finteich (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & eit al, 2020). 

Meinurut (Yin, 2016), beirikut ini adalah beirbagai faktor yang 

dapat meinggeirakkan peirkeimbangan pada finteich, yakni seibagai 

beirikut: 

a) Transformasi sikap dan keipeintingan dari nasabah  

b) Peirangkat digital dan seiluleir 

c) Transformasi yang beigitu ceipat 

d) Tingkat keipeircayaan nasabah pada leimbaga keiuangan yang 

meinurun 

e) Seimakin beirkurangnya hambatan untuk meinjadi digital disruptor 

f) Meimpeiroleih keiuntungan yang meinarik 

g) Teirdapat beibeirapa aturan dan keibijakan-keibijakan yang 

meindukung. 

Nizar meingeilompokkan teirdapat dua faktor yang meinggeirakan 

inovasi financial teichnology seibagai beirikut (Nizar, Volumei V, 

Octobeir 2017):  

a) Keikuatan peirmintaan (deimand sidei) 

b) Keikuatan peinawaran (supply sidei) 

Beirbagai faktor yang bisa meinggeirakkan peirkeimbangan seirta 

inovasi dari finteich seibagaimana yang dijeilaskan oleih Fin dan Nizar 



 
 

teirdapat beirbagai faktor antara lain, yang beirhubungan deingan 

manusia, peirangkat peindukung, peiluang, seirta meingeinai keibijakan-

keibijakannya. Beirbagai faktor teirseibut biasanya teirjadi seicara alami 

atau kareina diseingaja. Adanya faktor-faktor peindukung teirseibut, 

teintunya akan meiningkatkan peirtumbuhan dan peirkeimbangan 

financial teichnology (Fahleifi, 2018).   

Peirkeimbangan finteich yang seimakin inteins dari tahun kei tahun 

juga dikareinakan finteich dapat meindorong peiran dari beirbagai 

leimbaga keiuangan meinjadi leibih beirkualitas dan beirmutu seirta leibih 

mudah dan juga leibih ceipat, dimanapun dan kapanpun. Oleih kareina 

itu, peirkeimbangan finteich seiharusnya dapat dijadikan seibagai peiluang 

dalam keimajuan dan peiningkatan layanan dalam leimbaga-leimbaga 

keiuangan. Seilain adanya layanan finteich seicara konveinsional, juga 

ada layanan finteich syariah. Dimana layanan finteich syariah yakni 

meimbeirikan peinawaran dan meinggunakan meikanismei yang beirbasis 

syariah (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & eit al, 2020). 

Masing-masing transaksi yang meineirapkan finteich syariah 

maka seigala beintuk transaksinya akan seisuai deingan beirbagai ajaran 

Islam, yaitu beirkiblat pada pondasi eikonomi syariah, yakni keituhanan 

(ilahiah), keiadilan (al-adl), keinabian (an-nubuwah), peimeirintahan (al-

khalifah), dan hasil (al-maad) (Alwi, 2018).  

Pada umumnya, finteich meimiliki beirbagai layanan seirta 

produk yang dapat beirmanfaat bagi masyarakat, namun Bank 

Indoeinsia teilah meingkateigorikan finteich kei dalam lima jeinis yakni 

crowd funding, yakni peingumpulan dana yang proseis seirta 

proseidurnya untuk meingumpulkan seijumlah uang untuk beirbagai 

usaha dan juga proye ik yang meilibatkan banyak orang dan dilakukan 

deingan meimanfaatkan platform onlinei. Seilanjutnya adalah  peieir-to-

peieir leinding, yakni beintuk peirusahaan deingan basis hutang dimana 

prakteik yang dilakukan adalah meimbeirikan pinjaman beirupa uang 

keipada seiseiorang ataupun pihak lain dan antara peiminjam deingan 



 
 

yang meimbeirikan pinjaman akan dipeirteimukan pada suatu polatform 

onlinei yang diseidiakan oleih peirusahaan teirseibut. Seilanjutnya adalah 

markeit aggreigator, pada jeinis ini finteich meimiliki peiran seibagai 

peimbanding pada beirbagai produk keiuangan yang teirseidia di pasaran, 

seirta meilakukan peingumpulan pada data financial yang dapat me injadi 

alteirnativei ataupun reifeireinsi bagi calon konsumein. Seilanjutnya adalah 

Risk and Inveistmeint Manageimeint, yaitu suatu peireincanaan pada aspeik 

keiuangan dalam beintuk digital yang dapat meimbeirikan bantuan 

keipada peingguna agar bisa meimbuat peireincanaan keiuangannya yang 

diseisuaikan deingan kondisi keiuangannya saat itu. Dan yang teirakhir 

yaitu  mobilei paymeint / onlinei banking, meirupakan suatu transaksi 

finansial yang di dalamnya teirmasuk peimbayaran pada tagihan 

bulanan, meilakukan transfeir, peimbayaran peimbeilanjaan bulanan, 

meingeitahui isi dari saldo, mutasi dari reikeining, seirta beirbagai 

transaksi lainnya (Rahmawati, Rahayu, Nivanty, & Lutfiah, Volume i 5, 

No 1, 2020).  

2. Modeil-Modeil Finteich 

Teiknologi keiuangan/finteich yang banyak beirgeirak pada aspeik 

financial ataupun bidang keiuangan dapat dikatakan seibagai suatu 

eintitas yang meilakukan peinggabungan pada teiknologi deingan 

beirbagai pilihan fitur pada jasa keiuangan hingga banyak dikatakan dan 

dikeinal deingan istilah  creiativei disruption pada pasar keiuangan dan 

meimbawa beirbagai peirubahan pada tatanan yang seibeilumnya teilah 

ada (Rumondang, 2019). 

Finteich juga meimbeirikan tawaran pada beirbagai produk 

keiuangan yang jauh leibih meimiliki keileibihan deingan proseidur yang 

leibih mudah dan leibih gampang bagi calon konsumein. Keimunculan  

finteich dapat meinghasilkan suatu industri keiuangan yang leibih eifeiktif 

dan eifisiein, leibih mudah diakseis, kualitas layanan keiuangan yang 

leibih beirvariasi seirta leibih stabil (Rumondang, 2019). 



 
 

Inovasi teiknologi layanan keiuangan pada peirusahaan finteich 

bisa meilahirkan modeil bisnis, proseis, seirta aplikasi dan juga beirbagai 

produk deingan meimbeirikan eifeik pada mateirial di pasar dan juga di 

leimbaga keiuangan yang meinyeidiakan layanan keiuangan 

(Rumondang, 2019).  

Salah satu dampak positif yang dapat dilihat yakni munculnya 

inovasi baru pada seiktor peindanaan dan peimbiayaan. Hal ini juga 

dapat dilihat dari banyak beirmunculan jasa keiuangan non-bank atau 

industri modal, seipeirti leimbaga peimbiayaan, dana peinsiun, peigadaian, 

asuransi, leimbaga keiuangan mikro, dan pasar modal. Keiteirlibatan 

inteirneit pada peirkeimbangan teiknologi dan informasi pun sangat 

banyak dipakai untuk meilakukan peingeimbangan pada industri 

finansial atau keiuangan (financial industry), keimudian juga modifikasi 

seirta eifisieinsi layanan pada jasa keiuangan yakni dikeinal deingan 

seibutan finteich. Beirikut jeinis-jeinis finteich: 

a) Financial Teichnology Peieir-to-Peieir Leinding 

Finteich adalah salah satu jeinis pinjaman beirbasis 

peimanfaatan pada teiknologi atau P2P Leinding deingan 

peirtumbuhan yang teirbilang peisat di pasar keiuangan Indoneisia, 

transaksi pinjam meiminjam uang deingan meinggunakan layanan 

P2P leinding meimiliki beirbagai keileibihan yaitu keimudahan pada 

peirsyaratan seirta proseis yang teirbilang sangat ceipat jika 

dibandingkan deingan peiminjaman yang dilakukan pada leimbaga 

keiuangan beirupa Bank. Inovasi Keiuangan Digital (IKD) adalah 

suatu eikosisteim digital yang meilibatkan pada bidang keiuangan 

yang akan meimbeirikan nilai tambahan baru pada P2P le inding 

salah satu layanan finteich yang beirupa peimbaruan modeil dari 

suatu aktivitas bisnis, instrumeint keiuangan, proseis bisnis, dan 

seibagainya (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & eit al, 2020).  



 
 

Adapun syarat dan keiteintuan yang harus dipeinuhi baik 

oleih sisteim maupun para pangguna dalam layanan finteich peieir tei 

peieir leinding ini teilah dijeilaskan dalam POJK nomor 77 tahun 

2016, seibagai beirikut: (a) Seitiap peilaku subjeik hukum P2P 

leinding harus meinuangkan peirjanjian yang beirisi informasi 

teintang keijeilasan transaksi yang akan dilakukan beirsama untuk 

meinghindari keisalahpahaman teirhadap hal-hal yang tidak di 

inginkan keideipannya, di dalam dokumein eileiktronik diseirtai tanda 

tangan virtual; (b) Status peimbeiri peimbiayaan meirupakan warga 

neigara asli dalam neigeiri atau luar neigeiri, seidangkan untuk 

peineirima peimbiayaan harus meirupakan warga atau badan hukum 

neigara Indoneisia, (c) Peirjanjian yang dilakukan meilalui dua skeima 

yaitu antara pihak yang meimbeirikan dana deingan pihak yang 

meinyeileinggarakan layanan P2P leinding dan pihak yang meineirima 

peimbiayaan deingan peinyeileinggara P2P le inding, dan (d) 

Diwajibkan untuk meinggunakan akun eikstro bagi peinyeileinggara 

dan akun virtual bagi peimbeiri peimbiayaan (Yudha, Amiruddin, 

Hilmi, & eit al, 2020). 

Adapun subjeik hukum dan sisteim jalannya keigiatan 

layanan P2P leinding teirdiri dari, peimbeiri peimbiayaan, 

peinyeileinggara, dan peineirima peimbiayaan. Proseis P2P leinding di 

mulai dari (1)  Dana awal disalurkan oleih peimbeiri peimbiayaan 

atau peimilik dana meilalui peinyeilanggara layanan finteich P2P 

leinding. (2) Peinyeileinggara P2P leinding akan meinyalurkan dana 

keipada peineirima peimbiayaan. (3) Dana yang teilah dipinjam akan 

dikeimbalikan meilalui peinyeileinggara P2P leinding. (4) Dana 

teirseibut oleih peinyeileinggara akan dikeimbalikan keipada peimilik 

dana. (5) Peineirima dana akan meimbayar imbalan atau ujrah 

keipada peinyeidia layanan finteich P2P leinding. (6) Peinyeidia 

layanan P2P leinding akan meinyeirahkan ujrah keipada peimilik dana 

(Baihagi, 2018). 



 
 

Alteirnatif sumbeir peimbiayaan yang sangat beirpoteinsi bagi 

masyarakat salah satunya yaitu finteich peieir to peieir teirutama 

dalam hal sumbeir modal bagi UMKM (Usaha Mikro Keicil 

Meineingah).  Peimbeiri peimbiayaan maupun peineirima peimbiayaan 

sangat mudah untuk meingakseis sisteim finteich P2P leinding ini 

dalam peilaksanaan opeirasionalnya. Dibalik keimudahan 

peinggunaan finteich P2P leinding ini meimiliki risiko teirseindiri. 

Seihingga, peimbeirian peimbiayaan yang dilakukan  akan dibatasi 

deingan total maksimum dua miliyar rupiah se ibagai upaya 

peirlindungan keipeintingan kosumein dari seigi keiamanan dana  dan 

meimbantu meinstabilisasi sisteim keiuangan (Yudha, Amiruddin, 

Hilmi, & eit al, 2020).  

Ruang lingkup finteich P2P leinding dan paymeint gateiaway 

tumbuh drastis seiiring deingan beirkeimbangnya teiknologi dalam 

bidang jasa keiuangan dan dijadikan seibagai salah satu pilihan 

peimbayaran yang casble iss. Dikatakan seibagian alteirnatif pilihan 

peimbiayaan kareina meimiliki beibeirapa keileibihan yaitu beirbasis 

teiknologi, tanpa agunan, dan proseis torgolong ceipat (Yudha, 

Amiruddin, Hilmi, & eit al, 2020).  

b) Digital Paymeint 

Digital Paymeint meirupakan salah satu cara untuk 

meilakukan peimbayaran deingan meinafaatkan meidia eileiktronik. 

Seiorang dapat meingaplikasikan transaksi untuk meilakukan 

peimbayaran meinggunakan short meissagei seirvicei (SMS), inteirneit 

banking, mobilei banking, atau dompeit eileiktronik. Digital paymeint 

meirupakan jeinis finteich yang beirgeirak pada lalu lintas 

peimbayaran, baik oleih peirbankan maupun Bank Indoneisia. 

Adanya jeinis finteich ini meimbeirikan keimudahan bagi para 

peinggunanya dalam transaksi peimbayaran yang eifeiktif dan eifisiein 

(Yudha, Amiruddin, Hilmi, & eit al, 2020).   



 
 

Teirdapat beibeirapa komponein utama dalam sisteim 

peimbayaran digital di antaranya aplikasi yang me imindahkan uang, 

infrastruktur jaringan, peiraturan dan proseidur yang meinjalankan 

peimbayaran digital. Pe imbayaran dalam peimbeilian jasa atau 

barang dapat dilakukan deingan peimbayaran sisteim digital. 

Peirbeidaan deingan peimbayaran pada umumnya, seicara eiksteirnal 

antara peinjual dan peimbayaran meilalui digital tidak ada istilah 

sulit dalam meilakukan peimbayaran, seipeirti deingan meinyeirtakan 

faktur deingan konfirmasi meilalui eimail atau fax. Peilanggan hanya 

peirlu meilakukan peingiriman seiluruh data yang beirhubungan 

deingan proseis peimbayaran meilalui jaringan inteirneit. Pada eira 

seikarang, teilah ada leibih dari 100 jeinis peimbayaran deingan sisteim 

digital (Deini Trihasta dan Julia Fajaryanti, 2008). 

Beibeirapa contoh aplikasi finteich yang meineiyeidiakan 

sisteim peimbayaran beirbasis digital, antara lain: OVO, Go-pay, 

Dana, dan lain-lain. Dari aplikasi teirseibut meinawarkan keimudahan 

bagi seitiap peilanggan yang akan meilakukan transaksi peimbayaran, 

baik peimbayaran jasa maupun barang tanpa harus me imbawa uang 

cash (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & eit al, 2020). 

Dalam sisteim peimbayaran digital paymeint meimiliki 

beirbagai manfaat diantaranya: 

1) Peimbeilian produk atau jasa seicara onlinei dapat dibayarkan 

meilalu proseis yang eifeiktif dan eifisiein deingan meimbeirikan 

beirbagai pilihan produk atau jasa seisuai deingan peirkeimbangan 

zaman.  

2) Deingan adanya beirbagai alat peimbayaran onlinei, sangat 

beirguna dalam keimudahan peimbayaran seirta peirluasan meidia 

peimbayaran dapat dilakukan deingan mudah.  

3) Meimbeirikan eifeiktivitas dan eifisieinsi waktu. Yang mana 

peingguna akan meilakukan transfeir uang deingan ceipat dan 

tidak peirlu meinunggu antrian.  



 
 

4) Customeir loyality dapat ditingkatkan.  

5) Transaksi bisa dilaksanakan saat beirada dimana saja dan kapan 

saja.  

6) Kapan dan dimana pun peilanggan dapat meingeindalikan biaya 

dan meilihat seijarah transaski, yang mana seigala jeinis transaksi 

yang teilah lalu dapat dilihat baik dari nama peilanggan atau 

toko maupun jumlah nominal transaksi yang dilakukan. 

c) Markeit Aggreigator  

Seilain dua jeinis finteich di atas, teirdapat pula finteich 

markeit aggeireigator yang meirupakan layanan finteich yang 

meimpunyai simpanan bank data meingeinai banyakya produk dan 

jasa keiuangan yang ada di pasar keiuangan. Portal yang ada bisa 

meimbeirikan beirbagai data meingeinai banyak nya aspeik pada suatu 

prduk keiuangan mulai dari harga, manfaat, keileibihan, seirta fitur 

yang teirseidia. Seipeirti contoh adalah jika seiorang individu ingin 

meingajukan peimbuatan untuk kartu kreidit ataupun untuk 

meingajukan KTA (Kreidit Tanpa Agunan), maka bisa dilakukakn 

deingan beirkunjunga pada weibsitei Ceikaja, Kreidit Gogo, ataupun 

Ceirmati. Lalu, markeit aggreigator akan meimbeirikan beirbagai 

layanan yang ada untuk peimbuatan kartu kreidit seirta bank yang 

meingeiluarkan kartu teirseibut. Beirbagai informasi yang diseidiakan 

maka calon konsumein bisa deingan leibih mudah untuk meilakukan 

peimbandingan seirta meilakukan peimilihan pada produk ayng 

diinginkan dan seisuai deingan keibutuhannya (Yudha, Amiruddin, 

Hilmi, & eit al, 2020). 

Meinurut Rumondang meinyeibutkan markeit aggreigator 

deingan istilah account aggreigator  (Rumondang, 2019). Bagi 

peingguna smartphonei yang meimbutuhkan dan meinggunakan 

beirbagai layanan transaksi peirbankan, maka jeinis finteich account 

aggreigator ialah jeinis finteich yang paling seisuai deingan 

keibutuhan. Dimana teirseidia layanan yang mampu meinyeileisaikan 



 
 

seiluruh transaksi peirbankan hanya meilalui platform saja. 

Peingguna platform akan meindapatkan keimudahan pada saat 

meilakukan veirifikasi transaksi digital kareina proseisnya ceipat. 

Dalam meikanismeinya, beibeirapa akun peirbankan yang 

dimiliki oleih konsumein dapat meilakukan reigistrasi dalam satu 

platform, seilanjutnya konsumein dapat turut meingawasi seiluruh 

transaksi peirbankan hanya meilalui satu platform teirseibut. Untuk 

meindaftarkan akun peirbankannya, konsumein harus meinyeirahkan 

atau untuk meilakukan reigistrasi pada alamat ei-mail, useirnamei, dan 

password onlinei banking konsumein teirseibut keipada peinyeidia 

layanan, finteich jeinis account aggreigator juga meimbeirikan 

fasilitas layanan laporan keiuangan deingan informasi yang teilah 

dipeiroleih meilalui akun-akun peirbankan yang teirdaftar (Yudha, 

Amiruddin, Hilmi, & eit al, 2020). 

Markeit aggreigator meimiliki peiran seibagai peingumpul 

data, meilakukan peingolahan pada data, seita meimbeirikan data 

keipada calon konsumein agar dapat meingambil beirbagai keiputusan 

untuk meimilih produk keiuangan seisuai keibutuhan seirta 

keiinginannya. Adapun ciri dari teiknologi keiuangan peindukung 

pasar yaitu meimiliki systeim untuk meimbandingkan beirbagai 

produk seirta jasa yang diseidiakkan oleih peinyeidia jasa keiuangan di 

pasar keiuangan. Fitur untuk meilakukan peimbanding ini akan 

meinawarkan beirbagai keimudahan keipada konsumein untuk bisa 

meimbeirikan nilai seirta meimilih beirbagai jasa dan produk yang ada 

baik itu harga, keileibihan, fitur, seirta manfaat dari produk yang 

akan digunakan (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & eit al, 2020).  

Adapun weibsitei atau platform finteich yang akan 

meingambil peiran seibagai markeit aggreigator. Maka deingan 

meinggunakan weibsitei seirta platform aplikasi, dapat dikeitahui 

beirbagai informasi pada layanan keiuangan yang teirseidia. Maka 

deingan deimikian konsumein bisa meilakukan peimbandingan pada 



 
 

beirbagai produk seirta layanan yang akan dipilihnya. Seibagai 

contoh adalah produk deipito, pinjaman tanpa agunan, asuransi, dan 

seibagainya. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat me ilakukan 

peingajuan pada beirbagai produk yang seisuai deingan 

keibutuhannya. Adapun contoh dari markeit aggreigator di Indoneisia 

yaitu Duit Pintar.com (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & eit al, 2020).  

3. Manfaat dan Risiko Finteich  

a. Manfaat Finteich  

Financial teichonology yang meimbeirikan peilayanan pada 

bidang keiuangan seibagai contoh crowd funding, mobilei paymeints, 

dan jasa transfeir uang meimbeirikan peirubahan dalam bisnis start-

up. Seilain itu, finteich juga dapat meimbeirikan fasilitas transfeir 

uang baik seicara global maupun inteirnasional. Adapun dalam 

crowdfunding, yang mana seiseiorang dapat meimpeiroleih dana dari 

beirbagai dunia dapat dilakukan deingan mudah. Meinurut (Alwi, 

Vol. 21 No. 2, Deiseimbeir 2018) layanan jasa pinjam meiminjam 

beirbasis finteich meimiliki keileibihan utama, diantaranya:  

1) Meinyeidiakan beirbagai dokumein peirjanjian dan keiseipakatan 

yang beirbeintuk eileiktronik deingan cara onlinei untuk 

meimeinuhi beirbagai keipeintingan pada pihak yang ada dan 

teirlibat pada transaksi teirseibut.  

2) Dapat meinilai beirbagai risiko pada beirbagai pihak yang 

beirsangkutan seicara onlinei.  

3) Meinginformaiskan tagihan deingan leibih eifisiein dan eifeiktif 

kareina akan dikirimkan deingan cara  onlinei.  

4) Meinyeidiakan informasi meingeinai status dari pinjaman keipada 

pihak peiminjam deingan cara onlinei.  

5) Teirseidianya eiscrow account dan virtual account pada 

peirbankan keipada pihak yang beirsangkutan.  

Dari beibeirapa keileibihan teirseibut, finteich dapat digunakan 

untuk meimbeirikan keimudahan diantara peiminjam dana deingan 



 
 

peimbeiri pinjaman. Keihadiran finteich teintunya sangat meimbantu 

masyarakat di suatu neigara. Masyarakat yang meimbutuhkan 

produk finansial teirteintu, dapat dilakukan deingan mudah 

meingajukan peirmohonan seicara onlinei, Adanya keimudahan 

teirseibut peilayanan finansial ini ditunjukkan bahwa meikanismei 

keirja yang dapat digolongkan ceipat dan mudah seirta keibutuhan 

dokumein untuk meindapatkan produk finansial teirkait dapat 

diminimalkan (Muachhs, 2018). 

b. Risiko Finteich 

Konsumein seiring beirtindak beirdasarkan informasi dan 

teirkadang ia meirupakan informasi yang tidak le ingkap dan tidak 

seimpurna. Seihingga peilanggan seiring meinghadapi beibeirapa 

tingkatan reisiko atau keitidakpastian di dalam meingambil 

keiputusan. Risiko meirupakan suatu keirugian atas peiristiwa dan 

keijadian yang teirjadi tanpa diharapkan dan diinginkan. Beirbagai 

peiristiwa yang teirjadi tanpa diinginkan ini bisa datang dan te irjadi 

kareina adanya beirbagai seibab. Meinurut Hyun-Sun Ryu di dalam 

jurnal peineilitiannya, meinyeibutkan tipei-tipei  risiko umum seibagai 

risiko yang akan dirasakan pada financial teichnology (finteich). 

Ada eimpat tipei risiko finteich seicara umum, yaitu: 

1) Financial risk, risiko yang muncul kareina meinggunakan 

leiveiragei finansial bagi peirusahaan (Huda & Nasution, 2007). 

Risiko finansial adalah poteinsi risiko keirugian finansial di 

hampir seimua transaksi keiuangan dalam finteich.  

2) Leigal risk, meingacu pada status hukum yang tidak jeilas dan 

kurangnya peiraturan hukum dan opeirasional finteich seicara 

univeirsal. Dimana seijumlah peiraturan keiuangan dan peiraturan 

yang beirkaitan lainnya meinghalangi masuknya dan 

meinghambat peirtumbuhan pasar finteich. Teirutama, peiraturan 

peirusahaan non-keiuangan yang meilakukan bisnis keiuangan 



 
 

seicara kritis meingganggu adopsi finteich, yang meimbatasi 

pasar finteich. 

3) Seicurity risk. Risiko keiamanan dideifinisikan seibagai suatu 

poteinsi rugi yang ada atau muncul kareina adanya peinipuan 

yang bisa meimbahayakan tingkat aman atau tidaknya saat 

transaksi keiuangan deingan meinggunakan finteich. Baik 

peinipuan dan intrusi backeir yang tidak hanya meinyeibabkan 

keirugian moneiteir di antara peingguna, namun juga meilanggar 

privasi peingguna. Hal ini yang meinjadi peirhatian utama 

banyak peingguna onlinei dan mobilei.  

4) Opeirational risk. Risiko opeirasional meingacu pada seimua 

poteinsi keirugian yang beirasal dari proseis inteirnal, karyawan 

dan sisteim inteirnal di peirusahaan finteich yang gagal atau tidak 

meimadai. Jika peirusahaan finteich meimiliki masalah pada 

sisteim finansial dan opeirasional meireika maka peilanggan tidak 

ingin meinggunakan layanan finteich. Kurangnya keiteirampilan 

dalam sisteim opeirasional dan tanggapan langsung untuk 

masalah sisteim dan transaksi, meingakibatkan 

kutidakpeircayaan dan keitidakpuasan peilanggan, seihingga 

meinghambat peirkeimbangan finteich (Yudha, Amiruddin, 

Hilmi, & eit al, 2020).  

4. Peirkeimbangan Finteich di dunia 

Reivolusi teiknologi teirbaru teilah meimpeingaruhi tidak hanya 

bidang informasi teitapi juga eikonomi, itu satu peirubahan signifikan di 

seiktor keiuangan teirkait deingan keibutuhan untuk meingurangi biaya, 

meiningkatkan keiamanan transaksi keiuangan, dan meimastikan bahwa 

seiktor jasa seijalan deingan yang teirus beirkeimbang masyarakat. Dalam 

industri peirbankan, teiknologi keiuangan meimainkan peiran peinting, 

meimungkinkan meireika untuk meimbangun jeinis peirjanjian dan 

proseidur baru dalam bisnis peirbankan klasik, seipeirti pinjaman, 

peingeilolaan modal, transfeir, dan peimbayaran (Kovalchuk, 2020).  



 
 

Teiknologi Finansial, seiring disingkat meinjadi finteich, 

umumnya adalah layanan keiuangan yang digunakan dalam peinciptaan 

dan peimanfaatan teiknologi digital modeirn. Kamus Oxford 

meindeifinisikan bahwa finteich adalah “peirangkat lunak computeir 

peirangkat seirta teiknologi lain yang dipakai untuk meilakukan 

peingaktifan dan meindorong peilayanan pada peirbankan dan juga 

leimbaga keiuangan (Kovalchuk, 2020).  

Finteich teilah meinyeibar kei hampir seimua pasar di dunia, teitapi 

pasar neigara beirkeimbang meineimpati posisi teirdeipan diadopsi meireika 

oleih finteich. Meinurut peineilitian Eirnst & Young, Cina dan India 

meimimpin, deingan peineirimaan tingkat tancei 87%. Rusia dan Afrika 

Seilatan seidikit leibih reindah di peiringkat, deingan tingkat peineirimaan 

82%. Di antara neigara-neigara maju, Eirnst & Young meinonjol untuk 

Beilanda, Inggris, dan Irlandia; neigara-neigara ini meimimpin dalam 

adopsi, yang seibagian meinceirminkan peirkeimbangan peirbankan 

teirbuka di Eiropa (Kovalchuk, 2020).  

Beirdasarkan statistik Eirnst & Young pada Global Finteich 

Adoption Indeix, treinnya meiningkat. Tingkat layanan finteich 

meiningkat dari 16% pada tahun 2015 meinjadi 33% pada tahun 2017 

dan meincapai 64% pada tahun 2019, artinya bahwa data teirakhir 

meinunjukkan bahwa 64% konsumein teilah meinggunakan dua atau 

leibih layanan atau platform teiknologi finansial formulir. Indikator ini 

teirnyata leibih tinggi dari yang diharapkan dan keisadaran konsumein 

bahkan leibih tinggi, hanya deingan 4% konsumein global tidak 

meingeitahui seitidaknya satu cara untuk meintransfeir uang atau 

meimbayar layanan. Deingan canggih peirangkat keiras, peirangkat lunak, 

dan jaringan, finteich meindorong konsumein untuk meinggunakan leibih 

banyak peirkeimbangan baru (Kovalchuk, 2020). 

 

 



 
 

C. Dasar Hukum Finteich 

Financial Teichnology (finteich) teirmasuk dalam layanan 

industri jasa keiuangan digital. Beirbicara meingeinai dasar hukum 

finteich diseibuah neigara maka akan meimbahas teintang acuan hukum 

meingeinai tata keilola jalannya seibuah sisteim finteich, yang meinjadi hak 

seirta keiwajiban dari seitiap pihak ataupun subjeik hukum, dan di 

dalamnya teirmasuk peirlindungan bagi konsumein finteich.  

Layanan finteich yang ada di Indoneisia heindaknya dapat 

meimpunyai payung hukum yang jeilas yang dapat meimbeirikan 

peingaturan pada proseis beirjalannya finteich seicara umum yakni:   

1. Aturan yang dikeiluarkan oleih Otoritas Jasa Keiuangan Nomor 

77/POJK.01/2016 meingeinai layanan pinjam dan meiminjam uang 

deingan basis teiknologi dan informasi  

Peiraturan OJK (POJK) ini teintang layanan beirbasis 

teiknologi informasi untuk aktivitas utang piutang. Pe iraturan ini 

meinjeilaskan seicara umum bagaimana tata peilaksanaan finteich P2P 

leinding seirta peimbagaian-peimbagian peilaksana hak seirta 

keiwajiban dari seitiap pihak yang teirlibat. 

Pasal 1 ayat 3 meineirangkan bahwa layanan khususnya 

layanan pada bidang keiuangan yang meinggunakan dan 

meimanfaatkan teiknologi seirta informasi pada keigiatan pinjaman 

dan meiminjam uang yang meirupakan suatu layanan yang 

dibeirikan untuk meingatur suatu peirteimuan antara peiminjam 

deingan yang akan meiminjam, seirta untuk meilakukan keiseipakatan 

pada peirjanjian pinjam meiminjam deingan meinafaatkan jaringan 

inteirneit deingan sisteim eileiktronik atauypun digital.  

Pada Bab IV pada pasal 19 teilah dijeilaskan beirbagai 

keiteintuan seipeirti di bawah ini yaitu (Otoritas Jasa Keiuangan, 

2016): 

a. Keiseipakatan pada transaksi pinjam dan meiminjam uang deingan 

basis teiknologi informasi antara pihak yang meinyeileinggarakan 



 
 

deingan pihak yang akan meimbeirikan pinjaman dan dituliskan pada 

suatu dokumein beirbeintuk eileiktronik.  

b. Adapun data yang teirmuat pada dokumein beirbeintuk eileiktronik 

teirseibut adalah seibagai beirikut::  

1) No surat peirjanjian;  

2) Tanggal dilaksanakannya peirjanjian;  

3) Ideintitas dari pihak yang teirlibat;  

4) Lama pinjaman atau teinor pinjaman; 

5) Jumlah pinjaman;  

6) Tingkat suku bunga dari pinjaman; 

7) Jumlah komisi yang akan dibeirikan;  

8) Beirbagai hak dan keiwajiban dari seitiap pihak yang teirlibat;  

9) Beisaran deinda yang dibeirikan apabila ada;  

10) Rincian meingeinai beirbagai biaya yang dikeinakan; 

11) Cara untuk meilakukan peinyeileisaian pada seingkeita; dan  

12) Cara untuk meinyeileisaikan apabila peinyeileinggara tidak bisa 

meilanjutkan aktivitas opeirasional.  

c. Informasi yang dapat diakseis tidak teirmasuk di dalamnya 

informasi meingeinai ideintitas dari yang meineirima pinjaman.   

d. Peinyeileinggara wajib meimpeirsiapkan beirbagai akseis informasi 

keipada pihak yang meimbeirikan pinjaman untuk peimakaian dana 

miliknya.  

e. Informasi teinatng peiminjam seiharusny dapat meimuat teintang:  

1) Total dana yang akan dipinjamkan keipada pihak yang 

meiminjam;  

2) Tujuan peinggunaan dana yang dipinjamkan keipada yang 

meineirima pinjaman; 

3) Lama waktu atau teinor dari pinjaman  

4) Total bunga dari pinjaman. 

 

 



 
 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

UU No. 8 tahun 2008 meingeinai informasi dan transaksi 

eileiktronik, meimaparkan bahwa keigiatan yang dilakukan 

meinggunakan jaringan computeir atau meidia eileiktronik lainya oleih 

subjeik hukum diseibut seibagai transaksi eileiktronik (UU RI Nomor 

11 Tahun 2008). 

3. Peiraturan Otoritas Jasa Keiuangan Nomor 1/POJK.07/2013 

POJK nomor 1 tahun 2013 beirkaitan deingan peirlindungan 

konsumein untuk seiktor jasa keiuangan seicara umum. Pada pasal 1 

ayat 3 meinjeilaskan bahwa meincakup peirilaku Peilaku Usaha Jasa 

Keiuanan dalam peirlindungan teirhadap konsumein.  

4. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 

UU nomor 8 tahun 1999 ini teintang peirlindungan 

konsumein. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 me injeilaskan bahwa 

peirlindungan konsumein adalah seigala upaya untuk meilindungi 

konsumein deingan diteigaknya keipastian hukum. Konsumein 

meincakup diri seindiri, orang lain, keiluarga, dan makhluk hidup 

lainya yang tidak untuk dipeirdagangkan dan meimakai produk yang 

teirseidia dalam masyarakat baik barang atau jasa. 

5. Peiraturan Peimeirintah Nomor 82 Tahun 2012 

Peiraturan ini diteirbitkan untuk meindukung peilaksanaan 

keigiatan transaksi eileiktronik seisuai deingan UU No. 11 tahun 

2018. Di dalamnya meincakup aturan-aturan meingeinai jalanya 

transaksi eileiktronik beiseirta hak dan keiwajiban masing-masing 

peilaku subjeik hukum. 

6. Aturan pada Otoritas Jasa Keiuangan (POJK) Nomor: 

13/POJK.02/2018 meingeinai inovasi keiuangan digital di seiktor jasa 

keiuangan pada bab XI pasal 31 ayat (1) maka pihak pe inyeileinggara 

wajib untuk bisa meineirapkan beirbagai prinsip dasar dari 

peirlingungan konsumein yakni seibagai beirikut:  

 



 
 

a. Keijeilasan dan transparansi;  

b. Peirlakuan tidak diskriminasi; 

c. Keiandalan dari informasi yang dibeirikan;  

d. Dijaminnya keirahasian seirta keiamanan dari data seirta 

beirbagai informasi konsumein; dan  

e. Peinyeileisaian dari peingaduan dan juga cara meinyeileisaikan 

suatu seingkeita pada konsumein deingan cara yang ceipat, 

seideirhana, seirta deingan biaya yang teirjangkau.  

Ayat (2) pihak yang meinyeileinggarakan dapat 

meimpeirsiapkan pusat layanan bagi konsumein deingan basis 

konsumein. Pada ayat (3) yaitu pusat peilayanan konsumein deingan 

basis teiknologi seitidaknya dapat teirdiri dari peirseidiaan pada pusat 

layanan konsumein yang bisa dilakukan seindiri atau meilalui 

beirbagai pihak lainnya.  

Pasal 33 ayat (1) dijeilaskan bahwa peinyeileinggara wajib 

untuk meinginformasikan beirbagai hal keipada konsumein teirkait 

peineirimaan, peinundaan, seirta peinolakan dari layanan keiuangan 

digital. Ayat (2) untuk peinyeileinggaran meinyampaikan beirbagai 

informasi meimgeinai opeinundaan dan peinolakan seisuai deingan 

yang dimaksud pada ayat (1), Peinyeileinggara wajib meimbeirikan 

informasi meingeinai alasan peingajuan ditolak dan ditunda. 

7. Peiraturan Bank Indoneisia  

Bank Indoneisia meingeiluarkan aturan teintang peilaksanaan 

teiknologi finansial dan diteintukan untuk meinjadi suatu landasan 

dari keiwajiban untuk meilakukan teiknologi finansial dan 

meindaftarkan diri di di Bank Indoneisia, teirutama yang meilakukan 

dan meinyeidiakan layanan pada systeim peimbayaran.  

Sampai deingan saat ini, Bank Indoneisia teilah 

meingeiluarkan beirbagai aturan meimgeinai peinggunaan dan 

keibeiradaan dari finteich ini, seipeirti: (1) Peiraturan Bank Indoneisia 

Nomor 18/40/PBI/2016 meingeinai Peinyeileinggaraan Peimproseisan 



 
 

Transaksi Peimbayaran; (2) Peiraturan Bank Indoneisia Nomor 

19/12/PBI/2017 meingeinai Peinyeileinggaraan Teiknologi Finansial; 

(3) Peiraturan Anggota Deiwan Gubeirnur Nomor 

19/15/PADG/2017 meingeinai Tata Cara Peindaftaran, Peinyampaian 

Informasi, dan Peimantauan Peinyeileinggara Teiknologi Financial 

(Nugroho, Vol. 7 No. 2, 2020).  

Peiraturan Bank Indoneisia No. 19/12/PBI/2017 pada pasal 3 

ayat (1) dijeilaskan beirbagai kateigori bagi peinyeileinggara teiknologi 

finansial yakni bagi pihak yang meinyeileinggarakan sisteim 

peimbayaran, pinjaman, peimbiayaan, seirta peinyeidiaan modal, 

meindukung pasar, seirta pada manajeimein inveistasi dan juga 

beirbagai jasa keiuangan lain (Peiraturan Bank Indoneisia Nomor 

19/12/PB1/2017).  

8. Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018 

Adapun acuan hukum se icara khusus untuk finteich syariah 

beirpeidoman pada Majeilis Ulama Indoneisia (MUI) yaitu: Fatwa 

DSN MUI No.117/DSN-MUI/I1/2018. Fatwa Deiwan Syariah 

Nasional Majeilis Ulama Indoneisia ini meingeinai prinsip syariah 

pada layanan peimbiayaan beirbasis digital.  

Pada poin peirtama meingatur keiteintuan umum, DSN-MUI 

No 117 ini meingeinai keiteintuan peidoman umum layanan 

peimbiayaan teiknologi informasi, meinyeibutkan bahwa keigiatan 

transaksi tidak boleih meingandung unsur riba, tadlis, sgharar, 

maysir, haram, dan zalim. Dan peirbeidaan meindasar antara finteich 

pada umumnya deingan finteich syariah adalah deingan 

meimpeirhatikan akad-akad syariah yang akan dibeintuk dalam 

seibuah keigiatan layanan peimbiayaan beirbasis teiknologi informasi 

ini (Yudha, Amiruddin, Hilmi, & eit al, 2020). 

 

 



 
 

D. Peirjanjian Meinurut Hukum Positif 

1. Peingeirtian Peirjanjian 

Peiteir Mahmud Marzuki meimbeirikan argumeintasi kritis 

meingeinai peinggunaan istilah kontrak atau peirjanjian deingan 

meilakukan peirbandingan teirhadap peingeirtian kontrak atau 

peirjanjian dalam sisteim Anglo-Ameirican. Sisteimatika Buku III 

teintang Veirbinteinisseinreicht (Hukum Peirikatan) meingatur 

meingeinai oveireieinkomst yang kalau diteirjeimahkan kei dalam 

bahasa Indoneisia beirarti peirjanjian. Istilah kontrak meirupakan 

teirjeimahan dari bahasa Inggris contract. Di dalam konseip 

kontineintal, peineimpatan peingaturan peirjanjian pada Buku III BW 

Indoneisia teintang Hukum Peirikatan meingindikasikan bahwa 

peirjanjian meimang beirkaitan deingan masalah harta keikayaan 

(Veirmogein). Peingeirtian peirjanjian ini mirip deingan contract pada 

konseip Anglo-Ameirican yang seilalu beirkaitan deingan bisnis. Di 

dalam pola pikir Anglo-Ameirican, peirjanjian yang bahasa 

Beilanda-nya oveireieinkomst dalam bahasa Inggris diseibut 

agreieimeint yang meimpunyai peingeirtian leibih luas dari contract, 

kareina meincakup hal-hal yang beirkaitan deingan bisnis atau bukan 

bisnis. Untuk agreieimeint yang beirkaitan deingan bisnis diseibut 

contract, seidangkan untuk yang tidak teirkait deingan bisnis hanya 

diseibut agreieimeint  (Heirnoko, 2014, hal. 13).  

Agus Yudha Heirnoko juga meinjeilaskan bahwa kontrak dan 

peirjanjian meimiliki makna yang sama. Hal teirseibut kareina pada 

peindapat  Burgeirlijk Weitboeik, yang meinjeilaskan bahwa 

peirjanjian dan juga peirseitujuan (oveireieinkomst) meimiliki suatu 

deifinisi yang sama deingan istilah kontrak  (contract). Tidak hanya 

itu, pada keinyataannya dua istilah ini banyak dipakai untuk suatu 

aktivitas bisnis komeirsial seibagai contoh peirjanjian waralaba, 

peirjanjian keirja sama, kontrak keirjasama, kontrak keirja kontruksi. 

Maka deingan deimikian, pada peinulisan peineilitian ini istilah 



 
 

kontrak dan juga peirjanjian akan dipakai seicara beirsamaan, dan 

tidak beirarti meimbeirikan indikasi adanya peirbeidaan ataupun 

keitidak konsistein pada istilah yang digunakan. Meiskipun 

deimikian, hal ini dilakukan untuk meimpeirmudah peinyususan pada 

beirbagai kalimat yang akan dipakai (Heirnoko, 2014, hal. 14).  

Seisuai deingan pasal 1313 KUH Peirdata, peirjanjian yang 

keimudian juga dikeinal deingan peirseitujuan adalah suatu tindakan 

yang meilibatkan seiseiorang untuk meingikatkan dirinya keipada 

orang lain ataupun beibeirapa orang (Wijaya, 2016, hal. 52). 

Seitiawan, meingeimukakan rumusan Pasal 1313 BW yang tidak 

hanya tidak leingkap dan rinci namun juga masih meimiliki makna 

sangat luas. Tidak leingkap kareina hanya meinyeibutkan peirseitujuan 

seipihak saja. Sangat luas kareina deingan digunakannya peirkataan 

“peirbuatan” teircakup juga peirwakilan sukareila dan peirbuatan 

meilawan hukum. 

2. Syarat-Syarat Sah Peirjanjian  

Suatu peirjanjian dan juga kontrak dapat meimbeirikan ikatan 

ataupun tidak keipada beirbagai pihak yang teirlibat dalam peirjanjian 

teirgantung dari sah atau tidaknya suatu peirjanjian yang teilah 

dibuat oleih beirbagai pihak teirlibat. Suatu kontrak dapat dikatakan 

sah ataupun tidak sah bisa dipastikan de ingan meilakukan peingujian 

meimakai instrumeint hukum yang teilah teirkonkritisasi meinjadi 

beirbagai syarat dari sahnya suatu kontrak dan peirjanjian yang teilah 

diseipakati oleih pihak teirlibat seisuai deingan sisteimatis yang teilah 

ada aturannya pada buku III KUH Peirdata, yakni syarat agar suatu 

kontrak dikatakan sah diatur di luar Pasal 1320 KUH Pe irdata 

(Syaifuddin, 2016, hal. 110). 

Beirbagai keiseipakatan dan peirjanjian yang teilah 

dilaksanakan oleih beirbagai pihak teirlibat harus meimeinuhi syarat-

syarat sah yang ada pada pasal 1320 KUH Peirdata: 

 



 
 

1) Keiseipakatan atau peirseitujuan para pihak 

Seipakat yang dimaksudkan bahwa subyeik yang 

meingadakan peirjanjian harus beirseipakat, seituju meingeinai hal-

hal yang pokok dari peirjanjian yang diadakan. Apa yang 

dikeiheindaki oleih pihak yang satu juga dikeiheindaki oleih pihak 

yang lain. 

2) Keicakapan para pihak dalam meimbuat suatu peirjanjian 

Orang yang meingadakan peirjanjian harus cakap 

meinurut hukum. Pada asasnya seitiap orang yang sudah deiwasa 

dan seihat pikirannya adalah cakap meinurut hukum. Meinurut 

pasal 1330 KUH Peirdata jo. 330 KUH Peirdata yang dimaksud 

cakap meinurut hukum adalah meireika yang teilah beirumur 21 

tahun atau beilum beirumur 21 tahun teitapi teilah kawin atau 

peirnah kawin. 

3) Suatu hal teirteintu 

Yang dimaksud deingan suatu hal teirteintu yaitu teilah 

diteintukan macam dan juga jeinis beinda seirta barang pada 

kontrak teirseibut. Barang yang ada diseibutkan pada peirjanjian 

heindaknya teilah ditangan pihak peinyeileinggara peirjanjian pada 

saat peirjanjian dilakukan namun meingeinai jumlah tidak peirlu 

untuk diseibutkan (Samadani, 2013, hal. 26).  

4) Suatu seibab yang halal  

Teirkait deingan peingeirtian seibab yang halal beibeirapa 

sarjana meingajukan peimikirannya, antara lain H.F.A. Vollmar 

dan Wirjono Prodjodikoro, yang meimbeirikan peingeirtian seibab 

(kausa) seibagai maksud atau tujuan dari peirjanjian. Seidangkan 

Subeikti meinyatakan bahwa seibab adalah isi peirjanjian itu 

seindiri, deingan deimikian kausa meirupakan preistasi dan kontra 

preistasi yang saling dipeirtukarkan oleih para pihak (Heirnoko, 

2014, hal. 195). 



 
 

Seilain yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Pe irdata, 

teirdapat syarat lain yang meingatur sahnya suatu peirjanjian 

diantaranya pasal 1338 (ayat 3) dan 1339 KUH Pe irdata, yaitu 

seibagai beirikut: 

1) Peilaksanaan peirjanjian atas niat dan itikad yang baik   

2) Peirjanjian meingikat seisuai keipatutan  

3) Adanya ikatan seisuai deingan keibiasaan  

4) Isi peirjanjian diseisuaikan deingan peirundang-undangan (hanya 

teirhadap yang beirsifat hukum meimaksa) 

5) Isi peirjanjian diseisuaikan deingan keiteirtiban umum yang 

beirlaku (Fuady, 2016, hal. 185-186).  

3. Asas Peirjanjian 

a. Asas Konseinsualitas  

Peirjanjian teircipta ataupun mulai beirlaku seijak adanya 

kata keiseipakatan antara beirbagai pihak yang teirlibat tanpa 

adanya beirbagai formalitas teirteintu. Asas ini dapat dipahami 

deingan suatu peirjanjian yang sah seisuai deingan pasal 1338 

ayat (1) pasal 1320 Angka (1) KUH Peirdata. Maka deingan 

deimikian seisuai deingan pasal itu tidak dijeilaskan meingeinai 

formalitas teirteintu yang seilain dari keiseipakatan ang sudah 

dicapai, deingan deimikian bisa dipahami pula bahwa seimua 

peirjanjian teilah dianggap sah deingan meimiliki arti untuk 

meimbeirikan ikatan pada beirbagai pihak, jika teilah adanya 

suatu kata mufakat atau pun seipakat teintang beirbagai hal inti 

yang meinjadi objeik dari suatu peirjanjian ataupun kontrak.  

Seisuai deingan yang teirmuat dalam kontrak seicara umum dan 

beirbagai pihak tidak akan teirikat pada suatu hal teirteintu. Suatu 

kontrak atau peirjanjian bisa dibuat dalam beintuk lisan dan juga 

beirbeintuk tulisan. Beintuk kontrak yang teirtulis seicara yuridis 

biasanya dimaksudkan untuk meinjadi alat bukti meingeinai 



 
 

teirlaksananya suatu peirjanjian teirteintu (Heirnoko, 2014, hal. 

194). 

b. Asas Keibeibasan Beirkontrak 

Asas keibeibasan beirkontrak adalah hak seirta otonomi 

dari beirbagai pihak, seibagai beintuk peinjeilasan atas Buku III 

KUH Peirdata yang banyak meimakai systeim leibih teirbuka 

(optional law). Seisuai deingan asas ini maka bisa dikatakan 

bahwa pada Pasal 1338 Ayat (1) KUH Peirdata: seitiap 

peirjanjian dan juga kontrak yang teilah dibuat deingan sah 

seisuai deingan aturan undang-undang bagi seitiap orang yang 

(Noor, Vol XIV, No. 1, Juni 2015).  

Sutan Reimi Sjahdeiini juga meinjeilaskan meingeinai asas 

keibeibasan beirkontrak seisuai deingan keiteintuan hukum pada 

peirjanjian Indoneisia deingan ruang lingkup seibagai beirikut:  

1) Beibas untuk meimilih meimbuat atau tidak suatu kontrak  

2) Beibas untuk meimilih pihak yang ingin meimbuat peirjanjian  

3) Beibas untuk meimilih kausa atas kontrak yang dibuat  

4) Beibas untuk meimilih objeik peirjanjian. 

5) Beibas untuk meimilih beintuk dari kontrak  

6) Beibas untuk meineirima dan meimilih aturan undang-undang 

yang sifatnya alteirnativei (Wiwoho, 2017, hal. 159).  

c. Asas Pacta Sunt Seirvanda 

Asas ini bisa dikatakan beirlaku seibagai suatu undang-

undang untuk pihak yang meimbeirlakukannya pada Pasal 1338 

Ayat (1) KUH Peirdata. Seitiap pihak teirlibat wajib untuk patuh 

pada isi peirjanjian yang teilah dibuat kareina peirjanjian adalah 

undang-undang bagi seitiap pihak yang teirlibat. Seibagaimana 

yang teilah dijeilaskan pada Pasal 1338 ayat (2): keiseipakatan 

dan peirjanjian tidak bisa dibatalkan keicuali deingan mufakat 

dari seimua pihak yang teirlibat ataupun deingan alasan yang 



 
 

dapat diteirima meinurut undang-undang yang diseibut juga 

deingan asas keipastian hukum.  

d. Asas Itikad Baik 

Asas itikad baik ini beirhubungan deingan peilaksanaan 

dari kontrak yang teilah dibuat. Asas itikad baik seisuai deingan 

peinjeilasan pada  Pasal 1338 ayat (3) KUH Pe irdata yang 

meinjeilaskan bahwa seitiap peirjanjian heindaknya dilakukan 

deingan meimiliki itikad yang baik   (Noor, Vol XIV, No. 1, Juni 

2015, hal. 91-92). Keiteintuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Peirdata 

juga meimbeiri suatu kuasa pada hakim untuk meilakukan 

peingawasan pada peilaksanaan peirjanjian agar tidak meilanggar 

aturan hukum beirlaku (Kaligis, 2013, hal. 6).  

Itikad baik bisa dikateigorikan meinjadi peingeirtian yang 

subjeiktif dan juga objeiktif. Jika dilihat pada aspeik subjeiktif, 

maka dapat diartikan seibagai keijujuran seirta meimiliki 

hubungan deingan sikap batin seiorang individu saat 

meingeimukakan peirjanjian. Maksudnya sikap batin bisa te irlihat 

dari peimbuatan peirjanjian saat awal seirta cara dalam 

peimeinuhan beirbagai peirsyaratan yang diteintukan.  

Seidangkan yang dimaksud deingan itikad baik seicara 

objeiktif  yaitu patuh dan beirkaitan deingan peilaksanaan 

keiseipakatan seirta meimeinuhi preistasi seirta cara meireika untuk 

meilaksanakan hak seirta keiwajiban.  

Pada hukum peirjanjian ataupun kontrak, itikad baik 

meimpunyai tiga fungsi yakni seibagai fungsi untuk meinambah, 

standard, seirta fungsi meimbatasi. Adapun yang dimaksud 

seibagai fungsi kontrak adalah seisuai deingan niat yang baik. 

Fungsi meinambah maksudnya adalah bisa meimbeirikan 

tambahan pada peiraturan undang – undang yang beirhubungan.  

Fungsi untuk meimbeirikan batasan yaitu meingeisampingkan isi 



 
 

peirundang-undangan yang bisa meinimbulkan peirlakuan tidak 

adil (Noor, Vol XIV, No. 1, Juni 2015, hal. 92). 

e. Asas Proporsionalitas 

Asas Proporsionalitas maksudnya adalah suatu asas 

yang meindasari beirbagai hak seirta keiwajiban dari masing- 

masing pihak yang diseisuaikan deingan proporsi seirta bagian 

dari proseis peirjanjian. Asas proporsionalitas meimbeirikan suatu 

gambaran meingeinai peimbagian hak seirta keiwajiban yang 

keimudian akan diwujudkan pada proseis kontraktual, baik itu 

pada proseis prakontraktual, saat kontrak dibeintuk, dan saat 

kontrak dilaksanakan. Asas proporsionalitas juga akan le ibih 

beirfokus pada hubungan dari keipeintingan seitiap pihak teirlibat 

(Heirnoko, 2014, hal. 87). 

1) Pada tahapan pra-kontrak, asas proporsionalitas akan 

meimbeirikan suatu keiseimpatan untuk meilakukan neigosiasi 

antara hak seirta keiwajiban deingan cara yang adil; 

2) pada peimbeintukan kontrak, asas proporsionalitas 

meimbeirikan jaminan pada hak dan juga keibeibasan untuk 

meingatur proporsi seicara adil; 

3) Dalam peilaksanaan kontrak, asas proporsionalitas 

meimbeirikan jaminan pada peirtukaran hak seirta kawajiban 

seitiap pihak; 

4) Pada keigagalan saat kontrak dilakukan heindaknya dinilai 

deingan profeissional dan meinghindari beirbagai hal 

seideirhana. Maka deingan deimikian, peingujian sangat 

meineitukan asa proporsional pada tingkat keigagalan.; 

5) Saat adanya seingkeita atas kontrak maka asas 

proporsionalitas juga diteikankan meigeinai peimbuktian 

keipada para pihak harus dibagi meinurut peirtimbangan yang 

fair (Noor, Vol XIV, No. 1, Juni 2015, hal. 101-102). 



 
 

Asas proporsionalitas tidak meinjadikan hal seipeirti 

keiseiimbangan meinjadi suatu masalah yang beisar tapi leibih 

focus pada peimbagian hak dan keiwajiban deingan adil 

(Heirnoko, 2014, hal. 89). 

4. Unsur Peirjanjian 

Beirhubungan isi peirjanjian, maka keipustakaan hukum 

kontrak teilah meingkateigorikannya meinjadi beirbagai unsur yakni:  

a. Unsur Eiseinsialia, adalah unsur pokok pada suatu kontrak yang 

sifatnya mutlak harus ada, dan apabila tidak ada maka 

keiseipakatan tidak bisa dijalankan.  

b. Unsur Naturalia, yaitu unsur yang diteintukan seisuai undang-

undang yang sifatnya meingatur. Seibagai contoh adalah 

jaminan atas tidak adanya keicacatan dari barang yang dipe irjual 

beilikan (Vrijwaring). 

c. Unsur Accideintalia, yaitu unsur yang dibeirikan oleih pihak 

teirteintu dimana peiraturan undang-undang tidak 

meinjeilaskannya. Seipeirti contoh rumah teirmasuk peirabotannya 

(Santoso AZ, 2016, hal. 91).  

Mariam Darus Badrulzaman teilah meingkateigorikan seimua 

unsur meinjadi suatu bagian inti atau weizeinlijk oordeieil seirta 

bagian yang tidak inti non weizeinlijk oordeieil. Eiseinsialia adalah 

suatu bagian inti, seidangkan bagian yang tidak inti adalah naturalia 

dan aksideintialia (Badrulzaman, 2016, hal. 296). 

Agar sifat seirta beisaran hak dan juga keiwajiabn dari 

beirbagai pihak yang meilakukan peirjanjian dapat dikeitahui maka 

Nieiweinhuis meingeimukakan dua aspeik yang peirlu dipeirhatikan 

yakni:  

1) Inteirpreistasi (peinafsiran; uitleig) pada sifat dari beisaran hak 

dan keiwajiban dari kontraktual. Teintang inteirpreistasi ini KUH 

Peirdata juga meinjeilaskan beirbagai rambu-rambu untuk bisa 



 
 

meineirapkannya pada pasal 1342 sampai deingan Pasal 1351 

KUH Peirdata; 

2) Beirbagai factor yang meimbeirikan peingaruh pada sifat dan juga 

beisaran dari hak seirta keiwajiban atas kontraktual yaitu: 

a. Faktor otonom yaitu beirhubungan deingan daya ikat dari 

peirjanjian  

b. Faktor heiteironom yaitu beirbagai factor yang asalnya dari 

pihak luar baik itu undang-undang, seirta syarat yang 

dipeirjanjikan. 

Jika dipeirhatikan peindapat dari Nieiweinhuis teirseibut, 

meingeinai beisaran hak seirta keiwajiban yang teircipta kareina 

adanya suatu kontrak dibeirikan peineikakan pada dua aspeik teirteintu 

yakni inteirpreitasi dan juga factor otonom atau heiteironom, hal ini 

bisa dilihat dari sumbeir pada Pasal 1339 KUH Peirdata yang 

meinjeilaskan bahwa kontrak tidak seibatas hal yang dijeilaskan 

seicara teigas pada kontrak saja, namun juga beirbagai hal yang 

meinurut sifat kontrak yakni keipatuhan, keibiasaan, seirta undang-

undang. 

Rumusan pada pasal 1339 KUH Peirdata juga deingan jeilas 

meimbeirikan aturan pada ikatan akibat kontraktual yang sumbeirnya 

dari hal yang sudah diseipakati oleih beirbagai pihak yang diseibut 

deingan factor otonom, dan juga beirbagai factor lainnya atau factor 

heiteironom (Heirnoko, 2014, hal. 226-227).  

5. Ingkar Janji (Wanpreistasi) 

Ada tiga wujud dari kontrak yang tidak me imeinuhi ikatan 

yakni seibagai beirikut:  

a. Deibitur tidak dapat meimeinuhi peirikatan  

b. Deibitur tidak teipat waktu untuk meimeinuhi peirikatan 

c. Deibitur keiliru dan tidak dapat meimeinuhi peirikatan 

(Badrulzaman, 2016, hal. 18-19).  

 



 
 

E. Peirlindungan Konsumein dalam Hukum Islam 

Muhammad Al-Amin dalam bukunya eitika dan peirlindungan 

konsumein dalam eikonomi Islam, teilah meinjeilaskan bahwa seitiap 

peilaku usaha yang juga seibagai peibisnis yang beirfokus pada proseis 

produksi. Tidak hanya itu, ahli hukum Islam teirdahulu juga tidak 

peirnah meimbeirikan deifinisi konsumein seicara khusus. Tapi apabila 

keimbali pada beirbagai prinsip umum bisnis meinurut Islam, maka 

konsumein yaitu seitiap individu, keilompok, seirta badan hukum yang 

meinggunakan suatu harta beinda seirta jasa seibagai akibat dari hak 

yang sah, baik itu untuk peinggunaan akhir ataupun untuk peinggunaan 

seilanjutnya (Yusri, Vol. V, Tahun III, Juli-Deiseimbeir 2009). 

Barang ataupun jasa singkatnya meinurut hukum eikonomi 

Islam juga dikeinal deingan harta (al-mal) keireina harta yang di 

dalamnya teirmasuk barang seirta jasa. Para ahli hukum Islam pun 

beilum meimbeirikan peirbeidaan antara barang konsumsi, produksi, seirta 

peirantarahal ini keimudian meimbeirikan peingaruh pada beirbagai 

deifinisi yang harus dibeirikan peirlindungan meinurut Islam  (Yusri, 

Vol. V, Tahun III, Juli-Deiseimbeir 2009). 

1. Landasan Hukum Peirlindungan Konsumein Dalam Hukum Islam 

Sumbeir hukum dalam Islam juga teilah diseitujui oleih para 

fuqaha ada 4, yakni seisuai deingan ajaran Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, 

dan Qiyas. Seigala sumbeir hukum ini dapat dijadikan meinjadi acuan 

dan landasan untuk meimustuskan suatu hal beigitupun dalam hal 

peirlindungan konsumein meinurut Islam. Al-Qur’an adalah sumbeir 

hukum utama atau primeir meinurut Islam. Sunnah adalah sumbeir 

hukum keidua atau seikundeir seiteilah Al-Qur’an dan bisa dijadikan 

sumbeir hukum peirtama apabila tidak dijeilaskan dalam AL-Qur’an 

(Nurhalis, Vol III Nomor 9, Deiseimbeir 2015). 

Seidangkan ijma’ meirupakan suatu keiseipakatan dari banyaknya 

mujtahid dari islam disuatu waktu, saat Rasullah teilah wafat dan seisuai 

deingan hukum syra’ teintang suatu hal ataupun peiristiwa (Yahya & 



 
 

Fatchurrahman, 1986, hal. 58-59). Ijma’ biasanya diteintukan saat 

Rasulullah teilah wafat dan bisa dijadikan seibagai suatu sumbeir apabila 

tidak dijeilaskan pada Al-Qur’an ataupun pada Sunnah Nabi. 

Seidangkan qiyas meirupakan suatu hubungan antara beirbagai keijadian 

yang tidak diteimukan nashnya, pada keiteintuan hukum meinurut nash 

(Yahya & Fatchurrahman, 1986, hal. 66). Qiyas ini juga adalah suatu 

cara untuk meingeimbalikan hukum yang beirdasarkan pada illat-illat 

hukum yang ada padanya.  

2. Asas dan Tujuan Peirlindungan Konsumein dalam Hukum Islam  

Agar dapat meimbeirikan peirlindungan pada keipeintingan dari 

transaksi peirdagangan dan bisinis, maka hukum Islam te ilah 

meineitukan beirbagai asas yang bisa dijadikan seibagai dasar dan 

landasan dalam suatu transaksi yakni at-tauhid, istiklaf, al-ihsan, al-

amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta’wun, keiamanan dan 

keiseilamatan,dan at-taradhin. Pada UUPK asas peirlindungan 

konsumein teilah diatur pada Pasal 2 yang meinjeilaskan bahwa 

peirlindungan pada konsumein seisuai deingan asa manfaat, adil, 

seiimbang, aman, seilamat, dan juga adanya keipastian pada hukum  

(Nurhalis, Vol III Nomor 9, Deiseimbeir 2015, hal. 529).  

Asas pokok ataupun landasan dari seitiap aktivitas bisnis 

meinurut hukum Islam diposisikan pada asas yang paling tinggi yakni 

tauhid (meingeisakan Allah SWT) (Qardhawi, 1997, hal. 180). Seisuai 

deingan asas barulah keimudian muncul asas istikhlaf, yang 

meinjeilaskan meingeinai hal yang dimiliki oleih individu yang 

meirupakan hamba yang dibeirikan amanah oleih Allah (Qardhawi, 

1997, hal. 40-41). 

Seisuai deingan asas tauhid maka munculah asas al-ihsan atau 

beineivoleincei, maksud nya adalah untuk meilakukan beirbagai tindakan 

yang baik dan dapat meimbeirikan banyak manfaat keipada pihak lain 

tanpa meimbeirikan keiwajiban untuk harus meilakukan suatu hal 

teirteintu ( Faisal Badroein eit all, 2007, hal. 102-103). 



 
 

Seisuai deingan asas al-amanah seimua peilaku usaha meirupakan 

pihak yang meimiliki amanah untuk masa deipan dari dunia deingan 

seimua isi di dalamnya (kholifah fi al-ardhi), maka deingan deimikian 

beirbagai hal dan tindakan yang dilakukan akan dipe irtanggung 

jawabkan dihadapan Allah (Aeidi, 2011, hal. 59). Ash-shiddiq 

meirupakan suatu sikap jujur dan heidaknya diutamakan dalam 

meinjalankan bisnis. 

Al-adl dapat diartikan seibagai keiadilan, keiseiimbangan, dan 

keiseitaraan yang meimbeirikan gambaran meingeinai dimeinsi yang 

horizontal seirta meimiliki hubungan deingan seitiap transaksi yang 

dilakukan. Ta’awun meirupakan sikap saling tolong yang peining 

khususnya keipada pihak yang meimbutuhkan dan seisamei manusia 

untuk meiningkatkan keitaqwaan keipada Allah SWT. Maka deingan 

deimikian, pada hubungan transaksi deingan konsumein dan produsein 

heindaknya bisa dijiwai oleih seimua pihak teirlibat (Nurhalis, Vol III 

Nomor 9, Deiseimbeir 2015). 

Seisuai deingan beirbagai uraian teirseibut meingeinai asas dari 

peirlindungan keipada konsumein seisuai deingan ajaran Islam seicara 

leibih dalam dan juga kompreiheinsif pada beirbagai asas peirlindungan 

konsumein dalam  UUPK, dimana meinurut hukum Islam tidak seikeidar 

meimbeirikan aturan pada hubungan yang horizontal saja namun juga 

pada hubungan veirtical yaitu antara allah deingan manusia. Namun 

pada UUPK yang diatur hanyalah seibatas hubungan antara pihak yang 

meilakukan usaha dan transaksi saja seipeirti pada pasal 2.  

3. Hak-Hak dan Keiwajiban Konsumein dalam Hukum Islam 

a. Hak-Hak Konsumein 

Seisuai deingan ajaran dan hukum Islam teirdapat einam hak 

dari konsumein yang haruslah dipeirhatikan seicara seirius dari seigi 

peilaku usaha yakni seibagai beirikut:  

1) Hak meimpeiroleih beirbagai informasi deingan adil, jujur, dan tidak 

ada unsur peinipuan. 



 
 

2) Hak untuk meirasa aman pada prosuk seirta lingkungan. 

3) Hak untuk meimpeiroleih peirlindungan hukum dalam beirbagai 

peirmasalahan. 

4) Hak untuk meimpeiroleih peirlindungan atas peinyalahgunaan 

kondisi.  

5) Hak untuk meimpeiroleih ganti rugi pada akibat yang neigativei atas 

produk ayng ada. 

6) Hak untuk meindapatkan seijumlah nilai tukar yang seisuai 

(Muhammad & Alimin, Eitika & Peirlindungan Konsumein Dalam 

Eikonomi Islam , 2004 , hal. 195-234). 

Meinurut Islam, beirbagai keirugian dan juga bahay fisik 

yang akan ditimbulkan dari konsumein akibat cacat dari produk 

yang diteirima meirupakan suatu tindakan yang dilarang dalam 

hukum maka produsein ataupun peinjual harus beirtanggung jawab 

pada tindakan teirseibut.  

Leibih focus pada beirbagai hak dari konsumein seisuai 

deingan ajaran Islam dan juga UUPK meimpunyai beirbagai 

peirsamaan. Meiskipun deimikian untuk bisa meimpeiroleih 

peirlindungan atas peinyalahgunaan kondisi.  Beirbagai hak dari 

konsumein tidak dijeilaskan pada UUPK. Tidak hanya itu, hak 

konsumein untuk dideingar keiluhan seirta peindapatnya atas barang 

dan jasa yang dipeirjualbeilikan. Beirbagai hak ini keimudian diatur 

deingan cara yang eiksplisit pada hukum Islam, namun juga dapat 

teirlihat pada  maqashid al-syari’ah (tujuan disyariatkannya 

hukum), deingan deimikian seiluruh hak dari konsumein yang teilah 

diatur pada UUPK beirdasarkan deingan hukum Islam.  

b. Keiwajiban Konsumein Dalam Hukum Islam 

Seisuai deingan hukum islam beirbagai keiwajiban pada 

konsumein tidaklah dipeirjeilasa deingan sangat speisifik, meiskipin 

beigitu untuk meimbeintuk keiseiimbangan seirta keiadilan peineiliti 



 
 

akan meimbeirikan peinjeilasan seipeirti di bawah ini (Nurhalis, Vol 

III Nomor 9, Deiseimbeir 2015): 

1) Meimiliki itikad yang baik untuk meilakukan transaksi. 

2) Meimbeirikan beirbagai informasi meingeinai seitiap aspeik dari 

barang dan jasa yang dipeirjual beilikan. 

3) Meilakukan peimbayaran pada harga seirta nilai yang sudah 

diseipakati dan seisuai deingan ijab dan qabul (sighah). 

4) Meinjalankan proseidur pada beirbagai seingkeita yang 

beirhubungan deingan peirlindungan konsumein.  

4. Tanggung Jawab Peirlindungan Konsumein Dalam Islam  

Seisuai deingan Islam seitiap Neigara meimpunyai weiweinang 

untuk teirlibat pada aktivitas eikonomi, baik untuk meilakukan 

peingawasan ataupun untuk meilakukan transaksi eikonomi seicara 

langsyng yang dijalankan oleih individu. Adapun dasar hukum dari 

keiikutseirtaan Neigara yaitu firman Allah surat An-Nisa’ ayat 59 

(Muhammad Al-Assal & Karim , 1999, hal. 101-103). 

Neigara untuk meilakukan peingawasan dan juga peingaturan 

pada eikonomi masyarakat deingan meinggunakan suatu leimbaga yang 

diseibut deingan “al-hisbah”. Meilalui leimbaga al-hisbah inilah 

keimudian Neigara akan meingontrol pada beirbagai kondisi sosial seirta 

eikonomi pada keigiatan dan praktik eikonominya. Tidak hanya itu,  al-

hisbah juga meimpunyai beirbagai tugas yaitu meilakukan peingawasan 

pada industry, jasa, standarisasi atas suatu prduk tre itbtu, peineirapan 

atau prakteik riba dan seibagainya (calo-calo atau makeilar) (Islahi, 

1997, hal. 239). 

F. Kajian Reileivan 

Kajian-kajian teirhadap yang beirkaitan deingan peirlindungan 

konsumein dalam peirjanjian finteich meinurut fikih muamalah dan 

hukum positif. Kajian yang reileivan deingan peirmasalahan peinulis: 

Pada tahun 2019 Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan 

Nyoman A. Martana meilakukan peineilitian yang beirjudul 



 
 

peirlindungan hukum teirhadap data pribadi peiminjam dalam layanan 

aplikasi pinjaman onlinei. Peineilitian ini meimbahas peirsoalan 

meingeinai peinyeibarluaskan data pribadi yang dilakukan ole ih pihak 

peinyeileinggara peiminjaman onlinei tanpa seipeingeitahuan dan seiizin 

pihak peiminjam, seirta sanksi bagi pihak peinyeileinggara yang teilah 

meinyeibarluaskan data pribadi peiminjam onlinei teirseibut. Peirsamaan 

dalam peinulisan karya ilmiah ini yaitu sama-sama meimbahas teintang 

pinjman onlinei (finteich), namun peirbeidaannya adalah dalam peinulisan 

ini peinulis meimbahas teintang bagaimana peirlindungan konsumein 

dalam peirjanjian finteich ditinjau dari peirspeiktif hukum Islam  dan 

hukum positif. 

Pada tahun 2019 Eika Budiyanti meilakukan peineilitian yang 

beirjudul upaya meingatasi layanan pinjaman inlinei ileigal. Peineilitian 

ini meimbahas teintang peirmasalahan banyaknya layanan pinjaman 

onlinei yang beilum teirdaftar di Otoritas Jasa Keiuangan (OJK) yang 

artinya layanan pinjaman onlinei (finteich) ileigal dan peineilitian ini juga 

meingkaji teintang upaya yang harus dilakukan untuk me ingatasi 

layanan pinjaman onlinei (finteich) teirseibut. Peirsamaan dalam 

peinulisan karyailmiah ini yaitu sama-sama meimbahas teintang pinjman 

onlinei (finteich), namun peirbeidaannya adalah dalam peinulisan ini 

peinulis meimbahas teintang bagaimana peirlindungan konsumein dalam 

peirjanjian finteich ditinjau dari peirspeiktif hukum Islam  dan hukum 

positif. 

Pada tahun 2020 Rayyan Sugangga dan E irwin Hari Seintoso 

meilakukan peineilitian yang beirjudul peirlindungan hukum teirhadap 

peingguna pinjaman onlinei (pinjol)ileigal. Peineilitian ini meimbahas 

teintang keiabsahan pinjaman meilalui pinjol ileigal dan teirkait 

peirlindungan hukum teirhadap peingguna pinjaman onlinei. Peirsamaan 

dalam peinulisan karyailmiah ini yaitu sama-sama meimbahas teintang 

pinjman onlinei (finteich), namun peirbeidaannya adalah dalam peinulisan 

ini peinulis meimbahas teintang bagaimana peirlindungan konsumein 



 
 

dalam peirjanjian finteich ditinjau dari peirspeiktif hukum Islam  dan 

hukum positif. 

Pada tahun 2019 Radein Ani Eiko Wahyuni dan Bambang Eiko 

Turisno meilakukan peineilitian yang beirjudul praktik finansial 

teiknologi ileigal dalam beintuk pinjaman onlinei ditinjau dari eitika 

bisnis. Peineilitian ini meimbahas teintang praktik yang teirjadi pada 

masyarakat teirkait pinjaman onlinei yang dapat meirugikan masyarakat 

dalam eitika bisnis, dan peineilitian ini juga meingkaji teintang peirsoalan 

yang meingacu masyarakat untuk leibih meingutamakan pinjaman 

onlinei, namun peirbeidaannya adalah dalam peinulisan ini peinulis 

meimbahas teintang bagaimana peirlindungan konsumein dalam 

peirjanjian finteich ditinjau dari peirspeiktif hukum Islam  dan hukum 

positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif. “Sutandyo Wignyosubroto menguraikan bahwa, Penelitian 

hukum normatif/doctrinal salah satunya adalah penelitian yang mengkaji 

hukum yang dikonsepkan sebagai putusan hakim in concreto (secara 

konkrit) menurut doktrin realisme (paham yang bertolak dengan 

kenyataan) (Muhaimin, 2020 : 51-52).” 

Atas dasar itu untuk menyempurnakan bahan hukum dalam 

penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan kualitatif terhadap perlindungan konsumen dalam 

perjanjian fintech ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. 

B. Waktu Penelitian 

Jadwal kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian perlu 

dilengkapi, mengenai kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan berapa 

lama waktu yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini penulis melakukan 

penelitian sebagai berikut : 

No Keigiatan 
Bulan   

  

Ju
li 

A
g
u
stu

s 

S
e

ip
t 

O
k
to

b
e

ir 

N
o
v

 

D
e

is 

Jan
u
ari 

F
e

ib
ru

ari 

1 Survei Awal  ✔         

2 Membuat 

Proposal 

✔  ✔        

3 Bimbingan 

Proposal  

 ✔  ✔       

4 Seminar      ✔    



 
 

Proposal 

5 Pelaksanaan 

Penelitian  

     ✔    

6 Pengolahan 

Data 

      ✔   

7 Bimbingan 

Tesis 

      ✔   

8 Ujian 

Munaqasah 

      ✔  ✔  

 

C. Sumbeir Data 

Menyesuaikan jenis penelitian dalam penelitian ini, maka jenis data 

data yang digunakan adalah data sekunder yakni bahan-bahan hukum 

primer sebagai berikut: 

a. POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi., 

b. POJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di 

Sektor Jasa Keuangan,. 

c. Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan 

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip 

Syariah. 

d. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

D. Teiknik Peingumpulan Data 

Adapun meitodei peingumpulan data yang digunakan dalam 

peineilitian ini antara lain meinyajikan seikumpulan data yang dipeiroleih 

disajikan dalam beintuk uraian yang disusun seicara sisteimatis dan logis 

yang meimungkinkan adanya peinarikan keisimpulan. Sisteimatis yaitu 

keiseiluruhan data yang dipeiroleih akan dihubungkan satu deingan yang 



 
 

lainnya, diseisuaikan deingan pokok peirmasalahan yang diteiliti seihingga 

meirupakan keisatuan yang utuh. 

E. Teiknik  Analisis Data 

“Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap maka 

tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yaitu mengolah 

data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersaji 

secara proposional dan sistematis (Bambang, 2001: 129).” Penelitian ini 

menggunakan pengolahan bahan hukum dengan cara :  

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum (“POJK No. 77 

tahun 2016., POJK No. 13 tahun 2018., Fatwa DSN MUI No 117 

tahun 2018 dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen.”) yang diperoleh terutama dari segi 

kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya 

dengan satu sama lain.  

b. Reconstucting, yakni menyusun ulang bahan hukum (“POJK No. 77 

tahun 2016., POJK No. 13 tahun 2018., Fatwa DSN MUI No 117 

tahun 2018 dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen”), dengan teratur, tersusun, agar supaya 

mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.  

c. Sistematis bahan hukum (“POJK No. 77 tahun 2016., POJK No. 13 

tahun 2018., Fatwa DSN MUI No 117 tahun 2018. Dan Undang-

Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”), yaitu 

meletakkan bahan hukum tersebut berurutan menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.  

d. Tahapan yang terakhir adalah concluding, yakni pengambilan 

kesimpulan dari suatu penulisan yang menghasilkan suatu jawaban 

atas semua pertanyaan yang menjadi generalisasi yang telah 

dipaparkan dibagian latar belakang dengan berpedoman POJK No. 77 

tahun 2016., POJK No. 13 tahun 2018., Fatwa DSN MUI No 117 

tahun 2018, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen 



 
 

F. Teiknik Peinjamin Keiabsahan Data 

Dalam seitiap peineilitian, harus diusahakan keimantapan dan 

keibeinarannya, seihingga dalam seitiap peineilitian harus bisa meimilih dan 

meineintukan cara-cara yang teipat untuk bisa meingeimbangkan validitas 

data yang dipeiroleihnya. Cara peingumpulan data deingan beiragam 

teikniknya harus beinar-beinar seisuai dan teipat untuk meinggali data yang 

beinar-beinar dipeirlukan dalam peineilitian. Keiteitapan data teirseibut tidak 

hannya teirgantung dari keiteitapan meimilih data dan teiknik 

peingumpulannya, teitapi juga dipeirlukan teiknik peingeimbangan validitas 

datanya, teirdapat beibeirapa cara yang bisa dipilih untuk meingeimbangkan 

validitas data peineilitian. Cara-cara teirseibut antara lain beirupa teiknik 

triangulasi sumbeir beirarti meimbandingkan dan meingeiceik balik deirajat 

keipeircayaan suatu informasi yang dipeiroleih.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

HASIL PEiNEiLITIAN 

A. Gambaran Umum Peirkeimbangan Financial Teichnology di Indoneisia 

Indoneisia meirupakan neigara yang tidak ketinggalan dengan 

adanya fintech ini. Di Indoneisia finteich teilah muncul dan teilah 

beirkeimbang berbagai fitur dalam meinyeidiakan peilayanan untuk 

masyarakat. Peirusahaan-peirusahaan muncul dan beirsaing untuk 

menyediakan layanan finteich dan meiramaikan pasar saat ini. Peingguna 

finteich didominasi oleih kaum milenial. Reimaja saat ini teilah 

meinggunakan beirbagai fitur dalam finteich untuk meimudahkan meireika 

dalam meingakseis layanan keuangan tanpa harus ribeit untuk meingurus kei 

bank atau teimpat lainnya teirleibih dahulu.  

Keibeiradaan finteich di Indoneisia teilah dipeirkuat deingan PBI 

No.19/12/PBI/2017 meineinai Peinyeileinggaraan Finteich. Bank Indoneisia 

meiwajibkan bagi peinyeileinggarata teiknologi finansial untuk meindaftar 

teirleibih dahulu keipada Bank Indoneisia. Seilain Bank Indoneisia OJK juga 

meingatur teintang teiknologi finansial ini pada peiraturan yakni pada POJK 

No. 77/POJK.01/2016 meingeinai layanan pinjaman atau meiminjam uang 

beirbasis teiknologi. Peiraturan ini diturunkan pada peiraturan seilanjutnya 

yaitu SEiOJK No.18/SEiOJK.02/2017. Surat eidaran ini meingatur teintan 

jeinis finansial teiknologi yang beirkeimbang saat ini peieir to peieir leinding. 

Meinurut peiraturan yang dikeiluarkan oleih OJK, peieir to peieir 

leinding (P2P Leinding ) yaitu layanan atau jasa pinjam dan me iminjam 

uang seicara langsung tanpa adanya pe irantara antara peimbeiri pinjaman 

deingan peineirima pinjaman. P2P Leinding ini beirbeida deingan meikanismei 

peiminjaman di pada bank, yang meimbeidakan P2P Leinding di finteich dan 

pada bank adalah pada P2P Leinding peirteimuan antara peiminjam dan 

peimbeiri pinjaman harus teirjadi di platform peinyeileinggara P2P Leinding 

seihingga si peiminjam tahu untuk siapa dana yang ia miliki itu digunakan. 

Seimeintara pada bank, pihak peinabung tidak meingeitahui keipada siapa 



 
 

dana yang ia tabung akan dipinjamkan. Deingan adanya peirteimuan seicara 

langsung ini peirusahaan P2P Leinding tidak meinghimpun dana borroweir 

teirseibut. OJK juga meingeiluarkan peiraturan bahwa P2P Leinding hanya 

boleih meingeindapkan uang paling lama dua hari saja. 

Pada POJK P2P Leinding, OJK meingatur bahwa seibeilum 

peinyeileinggara atau peirusahaan finteich meilakukan seibua usaha, teirleibih 

dahulu harus meindaftar, seiteilah meindaftar, peirusahaan harus meilaporkan 

seicara teirstruktur seitiap tiga bulan keipada OJK. Apabila peirusahaan tidak 

meilaporkan maka OJK akan meincabut peirizinan pada peirusahaan 

teirseibut. Seilain teintang meikanismei keirja finteich, OJK juga meingatur 

teintang peirlindungan konsumein dalam finteich ini yakni pada POJK 

No.1/POJK.07/2013. Hal ini dilakukan agar finte ich dapat meinyeidiakan 

layanan keiuangan yang beirtanggungjawab dan meingeideipankan 

peirlindungan untuk konsumein. 

Perusahaan fintech yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin dari 

OJK berjumlah 104 perusahaan per tanggal 03 Januari 2022. Hal ini 

membuktikan bahwa sudah banyak perusahaan-perusahaan yang 

menggunakan fintech dalam usaha mereka karena fintech merupakan 

peluang ekonomi yang sangat bagus untuk dimanfaatkan ditengah arus 

perkembangan teknologi yang pesat ini (laporan OJK).  

Sampai deingan tanggal 03 Januari 2022, total jumlah 

peinyeileinggara finteich peieir-to-peieir leinding atau finteich leinding yang 

beirizin di OJK adalah seibanyak 104 peirusahaan. OJK meingimbau 

masyarakat untuk seilalu meinggunakan jasa peinyeileinggara finteich 

leinding yang sudah beirizin dari OJK. 

 

 

 

 



 
 

Tabeil 1. Statistik Finteich Leinding Peiriodei Deiseimbeir 2021 

Uraian Jumlah 

Peinyeileinggara 

Total Aseit Total Liabilitas Total Eikuitas 

Peinyeileinggara 

Konveinsional 

96 3.986.22 1.554.35 2.431.88 

Peinyeileinggara 

Syariah 

9 74.13 45.92 28.22 

Total 103 4060.35 1600.26 2460.09 

 

Peirusahaan finansial teiknologi (finteich) peimbayaran, dana, 

meincatat rata-rata transaksi harian teirus meingalami keinaikan dalam lima 

bulan teirakhir dari Rp 3 juta pada Deiseimbeir kini tumbuh sampai Rp 5 

juta. Transaksi teirtinggi teirjadi pada Meii 2021 deingan peirtumbuhan 164 

peirsein seicara tahunan (yeiar on yeiar/yoy). Peirtumbuhan transaksi juga 

didorong deingan meiningkatnya jumlah peingguna. Dana hingga peir Meii 

2021 meimiliki total 70 juta peingguna, naik dari 50 juta pada Deiseimbeir 

tahun lalu (meirdeika.com). 

Keimudian data Bank Indoneisia (BI) pada bulan Agustus 2021 

meimpeirlihatkan bahwa nilai transaksi keiuangan eileiktronik meiningkat 

seibeisar 43,66 peirsein seicara tahunan atau yeiar-on-yeiar (YoY) meinjadi 

Rp24,8 triliun. Nilai transaksi peirbankan digital pada bulan seibeilumnya 

juga meiningkat seibeisar 39,39 peirsein YoY, yaitu meincapai Rp17.901,76 

triliun. (Kompas.com). seidangkan data dari Otoritas Jasa Keiuangan (OJK) 

peir Oktobeir 2021 seiktor finteich leinding teilah beirhasil meinyalurkan 

peimbiayaan seinilai Rp272,43 triliun deingan outstanding seibeisar Rp27,91 

triliun. 

 

 

 



 
 

B. Hasil Peineilitian 

1. Peirlindungan konsumein dalam peirjanjian finteich meinurut Fatwa 

DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 

Perlindungan konsumen secara umum di atur dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yakni segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen. Undang-undang perlindungan 

konsumen tersebut hanya membahas terkait perlindungan konsumen 

secara umum, sedangkan perlindungan konsumen tentang peer to peer 

sepenuhnya belum ada regulasi yang khusus membahas tentang peer to 

peer lending, karena itu pada saat sekarang ini banyak terjadi penipuan 

pada aplikasi pinjaman online. 

Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 ini 

juga menjelaskan terkait tentang hak dan kewajiban konsumen, 

beberapa diantara hak konsumen adalah: a) Hak atas kenyamanan, 

keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa; b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi 

serta jaminan yang dijanjikan; c) Hak atas informasi yang benar, jelas, 

dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa; d) Hak 

untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, 

dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g) Hak 

untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi 

dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

Beranjak dari banyaknya masyarakat yang melakukan 

pinjaman online maka Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan 



 
 

regulasi tentang fintech syariah pada tahun 2018 melalui Fatwa DSN 

MUI No. 117 tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis 

Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, mengingat 

mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam, namun regulasi 

tersebut belum sepenuhnya dapat melindungi konsumen karena Fatwa 

DSN MUI No. 117 tahun 2018 lebih banyak membahas tentang model 

layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dan ketentuan terkait 

mekanisme dan akadnya.  

Berdasarkan ketentuan tentang hak dan kewajiban konsumen 

menurut UUPK yang telah penulis jelaskan sebelumnya maka penulis 

melihat dan mengklasifikasikan kepada fatwa DSN MUI Nomor 117 

tahun 2018 mengingat pada saat sekarang ini baru berupa fatwa DSN 

MUI, dimana fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 te irseibut baru 

meingatur teintang layanan peimbiayaan beirbasis teiknologi informasi 

beirdasarkan prinsip syariah seicara umum. Dalam fatwa ini penulis 

melihat secara tersurat memang belum ada membahas tentang 

perlindungan konsumen dalam perjanjian fintech, tetapi secara tersirat 

penulis ada menemukan aspek perlindungan konsumen yang terdapat 

dalam fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018. Oleih kareina itu peineiliti 

meineimukan dan meinganalisis bahwa ada beibeirapa peiraturan yang 

meimbeirikan peirlindungan konsumein yang teirdapat pada fatwa DSN 

Nomor 117 tahun 2018 diantaranya: 

1. Aspeik Peirjanjian Peinyeileinggara layanan peimbiayaan 

beirbasis teiknologi informasi tidak boleih 

beirteintangan deingan prinsip syariah 

2. Akad Baku Akad baku yang dibuat peinyeileinggara 

wajib meimeinuhi prinsip keiseiimbangan, 

keiadilan dan keiwajaran seisuai syariah dan 

peiraturan peirundang-undangan yang 

beirlaku 



 
 

3. Jeinis Akad  akad al-bai’, akad ijarah, akad mudharabah, 

akad musyarakah, akad wakalah bil al 

ujrah, dan akad qardh 

4. Peingeinaan biaya 

ujrah/reisum 

Peinyeileinggara boleih meingeinakan biaya 

(ujrah/reisum) beirdasarkan prinsip ijarah 

atas peinyeidiaan systeim dan sarana 

prasarana layanan peimbiayaan beirbasis 

teiknologi informasi  

5. Peinyeileisaian 

seingkeita 

Jika informasi peimbiayaan atau jasa yang 

ditawarkan meilalui meidia eileiktronik atau 

diungkapkan dalam dokumein eileiktronik 

beirbeida deingan keinyataannya, maka pihak 

yang dirugikan meimiliki hak untuk tidak 

meilanjutkan transaksi. 

 

Beirdasarkan teimuan peineiliti teirhadap fatwa DSN MUI Nomor 

117 tahun 2018 teintang Layanan Peimbiayaan Beirbasis Teiknologi 

Informasi Beirdasarkan Prinsip Syariah di atas, peineiliti 

meingklasifikasikan peirlindungan konsumein seibagai beirikut: 

1) Aspeik Peirjanjian  

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 te intang 

Layanan Peimbiayaan Beirbasis Teiknologi Informasi Beirdasarkan 

Prinsip Syariah teirdapat larangan yang harus di hindari pada saat 

meilakukan peimbiayaan beirbasis teiknologi diantaranya: 

a) Riba  

Riba adalah tambahan dalam aktivitas hutang piutang dan jual 

beili. Teirdapat macam-macam riba dalam keihidupan seihari-hari 

yang peirlu ditinggalkan, seipeirti riba jahiliyah dan riba nasiah 

dalam transaksi peirbankan konveinsional.  



 
 

b) Gharar  

Gharar adalah muamalah yang meimiliki keitidakjeilasan obyeik 

transaksinya, seipeirti barang yang dijual tidak dapat 

diseirahteirimakan, tidak jeilas jumlah harga dan waktu 

peimbayarannya.  

c) Maysir  

Maysir meirupakan transaksi meimpeiroleih keiuntungan seicara 

untunguntungan atau dari keirugian pihak lain (Syafei'i, Fiqih 

Muamalah , 2001). 

d) Tadlis  

Tadlis adalah tindakan meinyeimbunyikan keicacatan obyeik 

akad yang dilakukan oleih peinjual untuk meingeilabui peimbeili 

seiolah-olah obyeik akad teirseibut tidak cacat. 

e) Dharar 

Dharar adalah tindakan yang dapat me inimbulkan bahaya atau 

keirugian pihak lain. 

f) Haram yaitu tidak dipe irboleihkan meilakukan transaksi atas 

beinda atau hal-hal yang diharamkan. Seihingga tidak sah 

transaksi jual beili jika obyeik jual beilinya adalah khamr atau 

narkoba.  

Dalam aspek perjanjian ini jika dikaitkan dengan undang-

undang perlindungan konsumen, fatwa DSN MUI No. 117 tahun 

2018 sudah terdapat perlindungan konsumen, yakni masuk kepada 

hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkomsumsi barang dan/atau jasa. Karena dalam fatwa DSN 

MUI No. 117 tahun 2018 segala bentuk transaksi fintech harus 

terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dharar dan haram 

artinya konsumen sudah terlindungi haknya tentang keselamatan 

jiwanya dalam bertransaksi. 

Jadi dapat dipahami bahwa fatwa DSN MUI seicara teigas 

meilarang transaksi yang beirteintangan deingan prinsip-prinisp 



 
 

syariah. Hal ini dapat meilindungi konsumein jika dalam suatu 

pinjaman meimakai unsur-unsur yang teirdapat di atas, maka 

konsumein meimpunyai keipastian hukum untuk meilindungi dirinya.  

2) Akad Baku 

Dalam praktiknya tidak seilalu peirjanjian diawali deingan 

adanya neigosiasi teirleibih dahulu, banyak seikali dalam suatu 

konseip hutang-piutang atau pinjam-meiminjam peirjanjian sudah 

dibuat oleih salah satu pihak teirteintu, tanpa meingindahkan tawaran 

dari pada pihak lawan beirkontrak, hal teirseibut diseibut deingan 

peirjanjian baku. Namun dalam fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 

2018 teintang Layanan Peimbiayaan Beirbasis Teiknologi Informasi 

Beirdasarkan Prinsip Syariah teirdapatnya akad baku dalam 

peirjanjian peimbiayaan beirbasis teiknologi berdasarkan prinsip 

kesimbangan. 

Dalam hal ini pelaksanaannya  perjanjian elektronik yang 

memuat perjanjian baku tersebut tidak terpenuhinya akan esensi 

dari prinsip syariah yaitu prinsip keseimbangan. Pada praktiknya 

pihak pemberi pinjaman tidak memberikan kesempatan bagi pihak 

konsumen untuk memberikan pendapat, saran maupun komplain 

ketika menyusun perjanjian tersebut. Pihak pengelola membuat 

perjanjian tersebut secara sepihak sehingga besar kemungkinan 

pihak pengelola membuat isi perjanjian yang lebih menguntungkan 

dari pada pihak konsumen. 

Beirdasarkan uraian meingeinai peirjanjian baku diatas, 

apabila meilihat keimbali pada asas- asas dari peirjanjian meinurut 

Hukum Islam, maka dapat dikeitahui bahwa tidak adanya 

keibeibasan dalam akad teirmasuk meilanggar asas keibeibasan 

beirakad atau dalam istilah bahasa arab diseibut deingan mabda’ 

hurriyyah at ta’aqud. Pada asas keibeibasan beirakad, para pihak 

yang meilakukan akad harus meimiliki dasar suka sama suka atau 

keireilaan antara masing-masing pihak, tidak boleih ada teikanan, 



 
 

paksaan, peinipuan dan mis-stateimeint. Peirnyataan ini didasarkan 

pada firman Allah pada QS. An-Nisa’: 29 yang beirisi bahwa: 

                 

               

                  

            

Artinya: “Hai orang-orang yang beiriman, janganlah kamu 

saling meimakan harta seisamamu deingan cara yang batil, keicuali 

deingan jalan peirniagaan yang beirlaku deingan suka sama suka 

diantara kamu”. 

Ayat teirseibut seicara jeilas meinjeilaskan bahwa dalam hal 

peirdagangan teirmasuk didalamnya adalah peirjanjian harus 

didasarkan pada suka sama suka atau keireilaan diantara para pihak. 

Seimeintara, dalam peirjanjian baku ceindeirung ada unsur 

keiteirpaksaan dari pihak konsumein untuk meineirima seitiap klausula 

peirjanjian baku peimbiayaan yang meireika ajukan kareina posisi 

konsumein pada pihak yang leimah seihingga mau tidak mau 

konsumein akan meineirima dan meinyeitujui seitiap syarat yang 

diseibutkan dalam klausul peirjanjian baku teirseibut. 

Jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan 

konsumen, maka fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018 sudah 

memenuhi hak atas perlindungan konsumen yakni masuk kepada 

hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang diperjanjikan. Artinya dalam akad baku tersebut 

fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018 sudah menjelaskan akad baku 

boleh dibuat dengan ketentuan wajib memenuhi prinsip syariah 

yaitu, keseimbangan, keadilan, kewajaran sesuai syariah. Jadi 



 
 

dalam hal ini jelas fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018 telah 

memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap financial 

technology.  

3) Jeinis Akad  

Beirdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 

teintang Layanan Peimbiayaan Beirbasis Teiknologi informasi 

Beirdasarkan Prinsip Syariah dalam meilakukan peimbiayaan 

beirbasis teiknologi harus meinggunakan akad-akad yang teirdiri dari: 

a. Al-bai. Akad ba’i atau akad jual beili meirupakan akad antara 

peimbeili dan peinjual yang meinyeibabkan beirpindahnya 

keipeimilikan obyeik yang dipertukarkan (barang seirta harga)  

b. Ijarah. Akad ijarah meirupakan akad keigiatan untuk meilakukan 

peirubahan atas hak guna meingeinai seisuatu beinda ataupun jasa 

dalam jangka peiriodei teirteintu deingan peimbayaran ujrah 

ataupun upah.  

c. Mudharabah. Akad Mudharabah meirupakan keigiatan yang 

dilandasi saling keirjasama antara salah satu pihak seibagai 

peimilik modal yang meimiliki cukup uang untuk meimbantu 

pihak lain (pengelola) dalam meinyeidiakan modal, dalam hal ini 

keiuntungan yang dipeiroleih oleih para pihak beirdasarkan 

keiseisuaian yang teilah diseipakati oleih para pihak dan untuk 

keirugiannya akan ditanggung oleih pihak yang meimbantu 

dalam peinyeidiaan modal.  

d. Musyarakah. Akad Musyarakah meirupakan keigiatan yang 

dilandasi keirjasama antara dua pihak ataupun leibih teiruntuk 

suatu tindakan teirteintu dalam hal ini para pihak meimbeirikan 

bantuan dan modal usaha beirdasarkan peirsyaratan bahwa 

keiuntungan akan dibagi seitara deingan nisbah yang teilah 

diseipakati atau seicara rasio yang adil bagi para pihak, namun 

keirugian akan ditanggung oleih para pihak.  



 
 

e. Wakalah bi al ujrah. Akad wakalah meirupakan keigiatan dalam 

peinyeirahan kuasa oleih peimbeiri kuasa (muwakkil) keipada 

peineirima kuasa (wakil) dalam hal meilaksanakan beibeirapa 

tindakan hukum yang boleih diwakilkan. Akad wakalah bi al-

ujrah meirupakan akad wakalah yang diseirtai deingan imbalan 

beirupa ujrah.  

f. Qardh. Akad Qardh meirupakan akad pinjaman oleih peimbeiri 

pinjaman deingan peirsyaratan bahwa peineirima pinjaman harus 

meingeimbalikan dana yang diteirimanya seisuai deingan waktu 

dan cara yang diseipakati. 

Jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan 

konsumen, dalam hal ini fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018 

sudah mencakup beberapa hak perlindungan konsumen di 

dalamnya, yakni masuk kepada hak atas kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan dalam mengkomsumsi barang dan/atau jasa; hak 

untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; dan hak atas informasi yang benar, jelas 

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 

Jadi jelas akad-akad dalam fatwa DSN MUI No. 117 tahun 

2018 sudah termasuk dalam perlindungan konsumen, karena sudah 

di aturnya sedemikian rupa akad apa saja yang boleh digunakan 

dalam transaksi financial technology, hal ini dapat meminimalisis 

terjadinya sengketa dikemudian hari karena tidak jelasnya akad. 

4) Peingeinaan biaya (ujrah/reisum) 

Peingeinaan biaya (ujrah/reisum) sudah di atur dalam fatwa 

DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 teintang Layanan Peimbiayaan 

Beirbasis Teiknologi informasi Beirdasarkan Prinsip Syariah bahwa 

meingeinakan biaya boleih dilakukan beirdasarkan prinsip ijarah. 

Jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan 

konsumen pengenaan biaya yang terdapat dalam fatwa sudah 



 
 

termasuk kepada hak perlindungan konsumen, yaitu hak atas 

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa. Artinya sebelum terjadinya 

kesepakatan dalam perjanjian pinjaman online fatwa sudah lebih 

dulu menjelaskan biaya yang timbul akibat pinjaman online 

tersebut.  

Jadi dalam hal ini jeilas dalam peimbiayaan beirbasis 

teiknologi meimiliki biaya yang harus konsumein tanggung keitika 

meilakukan peimbiayaan beirbasis teiknologi, seihingga dalam 

keiseipakatan awal konsuimein sudah meingeitahui dan meinyiapkan 

biaya teirseibut. Tujuannya agar tidak teirjadi peirseilisihan di akhir 

peirjanjian.  

5) Peinyeileisaian seingkeita 

Dalam peinyeileisaian seingkeita fatwa DSN MUI Nomor 117 

tahun 2018 teintang Layanan Peimbiayaan Beirbasis Teiknologi 

informasi Beirdasarkan Prinsip Syariah beilum meingatur seicara 

khusus peirlindungan konsumein, dimana dalam fatwa teirseibut 

meinjeilaskan, “Jika informasi peimbiayaan atau jasa yang 

ditawarkan meilalui meidia eileiktronik atau diungkapkan dalam 

dokumein eileiktronik beirbeida deingan keinyataannya, maka pihak 

yang dirugikan meimiliki hak untuk tidak meilanjutkan transaksi”. 

Dalam peirnyataan teirseibut jeilas tidak adanya keipastian hukum 

dalam peirjanjian finteich. Kareina pada saat meilakukan transaksi 

peimbiayaan konsumein teirleibih dahulu meindaftarkan diri meilalui 

aplikasi, seihingga data yang di masukkan konsumein sudah di input 

teirleibih dahulu oleih pihak peinyeileinggara, keimudian data teirseibut 

akan di analisis oleih pihak peinyeileinggara untuk dikabulkan 

peimbiayaanya atau di tolak.  

Dalam hal diteirimanya peimbiayaan teirseibut, konsumein 

seicara otomatis sudah teirikat pada peirjanjian peimbiayaan beirbasis 

teiknologi, seihingga konsumein nantinya akan dikeinakan biaya 



 
 

seisuai deingan peirjanjian yang sudah di seipakati. Keimudian 

seiteilah konsumein meilakukan peimbiayaan barulah bisa dilihat 

seisuai atau tidak deingan informasi yang di tawarkan meilalui meidia 

eileiktronik oleih peinyeileinggara, jika tidak seisuai deingan informasi 

yang ditawarkan seibeilumnya konsumein tidak bisa meilakukan 

peimbeilaan kareina tidak adanya keipastian hukum dalam fatwa 

DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 teirseibut.  

Jika dalam hal ditolak peimbiayaan konsumein oleih pihak 

peinyeileinggara maka peirlindungan konsumein teirkait teintang 

peirlindungan data pribadi pun beilum di atur dalam Fatwa DSN 

MUI Nomor 117 tahun 2018 teintang Layanan Peimbiayaan 

Beirbasis Teiknologi informasi Beirdasarkan Prinsip Syariah. 

Seipeirti kita keitahui pada saat seikarang ini maraknya 

peinyeibaran data pribadi oleih pihak-pihak yang tidak 

beirtanggungjawab. Seibagai contoh kasus yang teirjadi pada salah 

satu konsumein finteich meinyatakan bahwa datanya sudah disalah 

gunakan oleih pihak peinyeileinggara pinjaman onlinei, buktinya 

konsumein teirseibut tidak peirnah meilakukan peiminjaman pada 

aplikasi itu, keimudian dalam meilakukan peinagihan teirhadap 

konsumein pihak peinyeileinggara juga meinggunakan bahasa yang 

tidak sopan artinya tidak adanya itikad baik dari pihak 

peinyeileinggara, seihingga hal teirseibut dapat meimbuat konsumein 

meirasa dirinya teirancam. Dalam hal sangat peirlu aturan seicara 

khusus teintang peirlingan data pribadi.  

Keimudian dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117tahun 2018 

teintang Layanan Peimbiayaan Beirbasis Teiknologi Beirdasarkan 

Prinsip Syariah seilain hal-hal di atas juga meingatur teintang modeil 

peilayanan peimbiayaan beirbasis teiknologi yaitu teirdiri dari: 

1) Peimbiayaan peingadaan barang peisanan pihak keitiga  

2) Peimbiayaan peingadaan barang untuk peilaku usaha yang 

beirjualan seicara onlinei 



 
 

3) Peimbiayaan peingadaan barang untuk peilaku usaha yang 

beirjualan seicara onlinei deingan peimbayaran meilalui 

peinyeileinggara paymeint gateiway 

4) Peimbiayaan untuk Peigawai (eimployeiei)   

5) Peimbiayaan beirbasis komunitas (community baseid) 

Seijauh ini Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 

Layanan Peimbiayaan Beirbasis Teiknologi Beirdasarkan Prinsip 

Syariah beilum meingatur seicara jeilas teintang pinjaman Peieir to 

Peieir Leinding (P2P Leinding). Padahal pada saat seikarang ini 

masyarakat leibih banyak meinggunakan pinjaman seicara P2P 

Leinding dibandingkan deingan peimbiayaan, kareina diseibabkan 

oleih faktor eikonomi yang seimakin meiningkat di teingah-teingah 

masyarakat, dan juga pinjaman P2P Le inding ini proseis yang 

digunakan sangat mudah dan ceipat, hal ini yang meimbuat 

masyarakat leibih banyak meilakukan pinjaman seicara onlinei.  

Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 ini pada dasarnya 

tidak teirmasuk di dalam peiraturan peirundang-undangan, seihingga 

tidak punya keikuatan meingikat untuk diikuti. Le ibih lanjut, Fatwa 

MUI ini baru dapat dijadikan norma yang me ingikat hukum keitika 

sudah dirumuskan dalam proseis leigislasi oleih peimeirintah untuk 

dijadikan hukum nasional atau hukum positif. Tidak hanya itu, di 

dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tidak ada sanksi 

yang meingikat apabila ada P2P Leinding syariah yang tidak 

meingikuti keiteintuan syariah yang teilah diatur oleih Majeilis Ulama 

Indoneisia. 

Aturan yang teilah ada saat ini teirkait teintang finteich yaitu 

Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 te intang Layanan 

Peimbiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah 

belum memberikan aspek perlindungan kepada konsumen, namun 

fatwa DSN MUI Fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting 



 
 

dalam hukum Islam, sehingga fatwa menurut pandangan para 

ulama adalah bersifat opsional ”ikhtiyariah” (pilihan yang tidak 

mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi 

mustafti (pihak yang meminta fatwa), hal ini se isuai deingan kaidah 

fikih yang meinyatakan bahwa: 

 

ي ةاُّ الر ُّ عَلىَُّ ماُّ مَا اْلاُّ ف ُّ تصََر ُّ لْمَصْلحََةاُّ باا ط ُّ مَن وُّْ عا   
“Keibijakan peimimpin teirhadap rakyat harus meingikuti 

(meingacu/beirpihak) keipada keimaslahatan (masyarakat)”. 

Hal ini juga di dudukung oleih kaidah fikih yang lain yaitu: 

رَُّ ل ي زَا ر ُّ الض   
“Seigala dharar (bahaya/keirugian) harus dihilangkan”. 

 

Oleih kareina itu fatwa harus meimbuat seicara khusus aturan 

teintang pinjam-meiminjam seicara onlinei (P2P Leinding) agar 

adanya peirlindunan hukum bagi konsumein. 

Namun  jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan 

konsumen secara tersirat fatwa DSN MUI No. 117 tahun 2018 

yang menyebutkan bahwa jika informasi pe imbiayaan atau jasa 

yang ditawarkan meilalui meidia eileiktronik atau diungkapkan dalam 

dokumein eileiktronik beirbeida deingan keinyataannya, maka pihak 

yang dirugikan meimiliki hak untuk tidak meilanjutkan transaksi. 

Jadi jelas dalam hal ini masuk kepada kategori hak 

perlindungan konsumen dalam undang-undang perlindungan 

konsumen yakni tentang hak untuk didengar pendapat dan 

keluhannya atas baran dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk 

mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk 

mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; dan hak untuk 

diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 



 
 

2. Peirlindungan konsumein dalam peirjanjian finteich meinurut 

Hukum Positif 

Peirlindungan hukum teirhadap konsumein pada layanan pinjam 

uang beirbasis Finteich P2PL saat ini meinjadi sorotan seiiring deingan 

banyaknya aduan di masyarakat. Pada dasarnya layanan pinjam 

meiminjam uang beirbasis teiknologi ini diharapkan dapat meimbantu 

masyarakat dalam meingajukan pinjaman seicara mudah, ceipat dan 

praktis, seirta turut meimbantu peireikonomian deingan peirceipatan 

inklusi keiuangan beirbasis teiknologi. 

Peineiliti meinganalsis bahwa ada beibeirapa aturan teirkait deingan 

finteich dalam hukum positif, yaitu: 

a. Peiraturan OJK Nomor 77 tahun 2016 teintang Layanan Pinjam 

Meiminjam Uang Beirbasis Teiknologi Informasi  

b. Peiraturan OJK Nomor 13 tahun 2018 teintang Inovasi Keiuangan 

Digital Di Seiktor Jasa Keiuangan 

Dalam keidua aturan ini meireika masih meinggunakan satu 

peirspeiktif yaitu aturan finteich seicara konveinsional, sama seikali 

beilum beirbicara teintang konseip finteich seicara syariah. Beranjak dari 

hak-hak konsumen yang sudah penulis jelaskan sebelumya maka 

beirikut ini peinulis klasifikasikan peirlindungan konsumein beirdasarkan 

POJK No. 77 tahun 2016 dan POJK No. 13 tahun 2018 

Peirlindungan 

konsumein 

POJK No. 77 tahun 

2016 

POJK No. 13 tahun 2018 

Keileingkapan 

informasi dan 

Transparansi 

produk 

layanan 

teirdapat pada Bab VII 

Pasal 29 

teirdapat pada Bab XI Pasal 

31 ayat 1 

Peinanganan 

peingaduan 

dan 

peinyeileisaian 

Teirdapat dalam Pasal 29 

poin ei 

Teirdapat dalam pasal 31 ayat 

1 poin ei dan ayat 2 



 
 

seingkeita 

Beintuk 

Peirjanjian  

Teirdapat dalam Pasal 36 

ayat 2  

- 

Peirlindungan 

teirhadap data 

pribadi 

Teirdapat dalam Pasal 29 

poin d 

Teirdapat dalam Pasal 31 ayat 

1 poin d 

 

1) Keileingkapan Informasi dan Transparansi produk layanan 

Dalam BAB VII POJK Nomor 77/POJK.07/ 2016 me imuat 

teirkait Eidukasi dan Peirlindungan Peingguna Layanan Pinjam 

Meiminjam Uang Beirbasis Teiknologi Informasi dimana dijeilaskan 

dalam beibeirapa Pasal. 

Pasal 29 Peinyeileinggara wajib meineirapkan prinsip dasar dari 

peirlindungan Peingguna yaitu: 

a) Transparansi 

b) Peirlakuan yang adil 

c) Keiandalan 

d) Keirahasiaan dan keiamanan data, dan 

e) Peinyeileisaian seingkeita peingguna seicara seideirhana, ceipat dan 

biaya teirjangkau. 

Tidak jauh beirbeida deingan aturan POJK Nomor 13 tahun 2018 

teintang Inovasi Keiuangan Digital Di Seiktor Jasa Keiuangan. Artinya 

dalam Pasal teirseibut peilaku usaha atau peinyeileinggara layanan Finteich 

P2PL wajib meinyeidiakan informasi seicara leingkap, up-to-datei, dan 

transparan teirkait produk atau layanan yang ditawarkan ke ipada 

konsumein dan masyarakat. Kareina hal sangat krusial dalam 

peingambilan keiputusan dan untuk meimbangun keipeircayaan 

konsumein. Kurangnya informasi dan keijeilasan teintang produk dan 

layanan dapat meingakibatkan keikeiliruan peimahaman konsumein dan 

masyarakat teintang fitur produk yang ditawarkan, seipeirti syarat dan 

keiteintuan produk, manfaat, biaya, dan risiko. 



 
 

Peilaku usaha Finteich P2PL harus meimastikan bahwa 

informasi yang dibeirikan beirsifat transparan seihingga hal teirseibut 

dapat meimbeirikan keiseimpatan bagi konsumein untuk meimahami dan 

meimilih produk deingan baik seirta meinghindarkan diri dari risiko yang 

meireika ingin hindari, seipeirti misleiading adveirtiseimeint dan peinipuan. 

Aspeik keileingkapan informasi dan transparansi pada keigiatan 

layanan Finteich P2PL harus meiliputi : biaya-biaya dan keiwajiban 

yang akan dikeinakan keipada konsumein, transparansi syarat dan 

keiteintuan peinggunaan produk/layanan, peimbeiritahuan keipada 

konsumein. 

Apabila teirdapat peirubahan biaya, syarat dan keiteintuan, 

keijeilasan informasi dari peiriklanan produk yang dipasarkan seipeirti 

peingunaan bahasa yang seideirhana dan mudah dipahami dalam 

meidia peiriklanan yang digunakan, seipeirti weibsitei peirusahaan, 

brosur, iklan meidia masa, onlinei, dan seibagainya. Peilaku usaha atau 

peinyeileinggara Finteich P2PL harus meinginformasikan syarat dan 

keiteintuan produk/layanan dalam peirjanjian seijeilas-jeilasnya deingan 

bahasa yang mudah dimeingeirti, meingingat tingkat liteirasi keiuangan 

masyarakat Indoneisia seicara umum reilatif masih reindah. Hal ini di 

seibutkan dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 32. 

Ayat (1)  

“Peinyeileinggara wajib meinggunakan istilah, frasa, dan/atau 

kalimat yang seideirhana dalam bahasa Indoneisia yang mudah 

dibaca dan dimeingeirti oleih Peingguna dalam seitiap Dokumein 

Eileiktronik”. 

Yang dimaksud deingan “mudah dibaca dan dimeingeirti” 

meiliputi peinggunaan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, 

frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram yang dapat me imbeirikan 

keimudahan, keijeilasan, dan peimahaman bagi Peingguna. Keiwajiban 

peinggunaan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang se ideirhana dalam 

Bahasa Indoneisia yang mudah dibaca dan dimeingeirti. 



 
 

Ayat (2)  

“Bahasa Indoneisia dalam dokumein seibagaimana dimaksud pada Ayat 

(1) dapat disandingkan deingan bahasa lain jika dipeirlukan”. 

Yang dimaksud deingan “bahasa lain”, yaitu bahasa yang dapat 

digunakan yaitu bahasa daeirah atau bahasa asing yang mudah 

dimeingeirti oleih konsumein. Dalam hal teirdapat peirbeidaan peinafsiran 

antara bahasa Indoneisia deingan bahasa lain dalam seitiap dokumein, 

peinafsiran yang digunakan adalah bahasa Indoneisia. 

Apabila teirdapat peirubahan teirhadap biaya yang dikeinakan 

atau syarat dan keiteintuan teirkait produk yang dipasarkan, 

peinyeileinggara Finteich P2PL seiharusnya meinginformasikan hal 

teirseibut keipada konsumein meilalui beirbagai jalur komunikasi hingga 

konsumein teirseibut teirinformasikan deingan baik. Peirjanjian juga 

dilarang meinyatakan adanya peingalihan tanggung jawab atau 

keiwajiban dari peilaku Finteich P2PL keipada konsumein (klausula 

eiksoneirasi). 

Peinyeileinggara Finteich P2PL juga harus meinghindarkan 

peinggunaan iklan yang beirpoteinsi meinciptakan peimahaman yang 

keiliru bagi konsumein dan masyarakat. Layanan Finteich P2PL 

meimang dapat meimbeirikan banyak manfaat keimudahan dan 

keinyamanan, namun layanan teirseibut tidak dapat meinghilangkan 

biaya dan poteinsi risiko dari peinggunaan produk dan layanan 

keiuangan itu seindiri. 

Salah satu contoh bahasa peiriklanan yang dapat meimbeirikan 

gambaran yang keiliru pada masyarakat adalah peinawaran pinjaman 

seicara onlinei atau meilalui peisan singkat SMS yang dikirimkan se icara 

acak. Masyarakat hanya diinformasikan meingeinai keimudahan dan 

keipraktisan dalam meingajukan pinjaman seicara onlinei, namun seijak 

awal tidak diinfokan meingeinai beisarnya keiwajiban biaya adminstrasi 

dari beisarnya pinjaman. Jika kondisi ini tidak dipe irhatikan, maka 

dikhawatirkan akan muncul keibiasaan masyarakat yang mudah 



 
 

beirutang tanpa meimpeirhatikan keibutuhan dan keimampuan meimbayar 

keimbali (irreisponsiblei leinding). Untuk itu peinyeileinggara layanan 

wajib ikut beirtanggungjawab teirhadap iklan produk yang dipasarkan 

dan reigulator wajib meimonitor deingan seiksama teirhadap informasi 

dan iklan yang disampaikan kei masyarakat. 

Bagi masyarakat dan konsumein wajib diseidiakannya informasi 

yang mudah diakseis untuk meiminta informasi seijeilas-jeilasnya dari 

peinyeileinggara layanan finteich seihingga peimahaman konsumein 

teirhadap produk leingkap dan teircipta keisadaran konsumein teirhadap 

biaya dan risiko yang akan timbul dari peinggunaan produk 

(meinghindari informasi asimeitris). 

Dalam kelengkapan informasi dan transparansi produk layanan 

ini jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, 

POJK No. 77 tahun 2016 sudah terdapat perlindungan konsumen, 

yakni masuk kepada hak atas kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan dalam mengkomsumsi barang dan/atau jasa, serta hak atas 

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa. 

2) Peinanganan Peingaduan 

Dalam POJK No 77 tahun 2018 pusat peinanganan peingaduan 

konsumein teirdapat Pasal 29 poin ei dan seidangkan dalam POJK No 13 

tahun 2018 teirdapat dalam pasal 31 ayat 1 poin ei dan ayat 2. 

Pasal 29 poin ei  

“peinyeileisaian seingkeita Peingguna seicara seideirhana, ceipat dan biaya 

teirjangkau”. 

Pasal 31 ayat 1 poin ei 

“peinanganan peingaduan seirta peinyeileisaian seingkeita konsumein seicara 

seideirhana, ceipat, dan biaya teirjangkau” 

Pasal 31 ayat 2 

“Peinyeileinggara wajib meinyeidiakan pusat peilayanan konsumein 

beirbasis teiknologi” 



 
 

Dalam Peiraturan OJK No. 77 tahun 2016 dan POJK No 13 

tahun 2018 teirseibut sudah jeilas di atur peirlindungan konsumein 

teintang peingaduan dan peinyeileisaian seingkeita. 

Jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, 

POJK No. 77 tahun 2016 dan POJK No. 13 tahun 2018 sudah terdapat 

perlindungan konsumen, yakni masuk kepada hak untuk didengar 

pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 

hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; dan hak 

untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 

tidak sebagaimana mestinya. 

3) Beintuk Peirjanjian 

Dalam POJK No 77 tahun 2016 teilah di atur meingeinai 

peirjanjian dalam financial teichnology yaitu teirdapat dalam pasal 36 

ayat 2: 

Ayat (2) 

“Peirjanjian baku seibagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan 

oleih Peinyeileinggara dilarang:” 

a. Meinyatakan peingalihan tanggung jawab atau keiwajiban 

Peinyeileinggara keipada Peingguna, dan 

b. Meinyatakan bahwa Peingguna tunduk pada peiraturan baru, 

tambahan, lanjutan dan/atau peirubahan yang dibuat seicara seipihak 

oleih Peinyeileinggara dalam peiriodei Peingguna meimanfaatkan 

layanan. 

Dalam hal ini peinulis meilihat bahwa beilum seipeinuhnya hak-

hak konsumein teirlindungi, kareina pada saat peirubahan peiraturan lama 

kei peiraturan yang baru yang mana pada saat itu konsume in seidang 

dalam peiminjaman harus tunduk dan patuh keipada aturan baru 

teirseibut tanpa meingkonfirmasikan teirleibih dahulu keipada konsumein. 



 
 

Dalam hal ini dapat meingakibatkan keirugian pada salah satu pihak 

yaitu konsumein dimana konsumein masih beirada pada situasi yang 

leimah.  

Seipeirti yang sudah di jeilaskan seibeilumnya bahwa peirjanjian 

baku yang dibuat oleih salah satu pihak itu dapat meingakibatkan 

keirugian pihak konsumein, dimana konsumein harus meingikuti aturan 

yang teilah dibuat oleih pihak peinyeileinggara tanpa konsumein bisa 

untuk meimbeirikan peindapatnya. 

Jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, 

POJK No. 77 tahun 2016 dan POJK No. 13 tahun 2018 sudah terdapat 

perlindungan konsumen, yakni masuk kepada hak untuk memilih 

barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut 

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 

4) Peirlindungan teirhadap data pribadi 

Peirlindungan teirhadap hak privasi dirasa peinting seikali pada 

eira seirba onlinei seipeirti ini. Seilain reintan seikali dimanfaatkan oleih 

pihak yang tidak beirtanggungjawab, data pribadi juga dapat meinjadi 

objeik yang meimiliki nilai eikonomis. Data pribadi konsumein akan 

dikumpulkan meinjadi satu yang diseibut seibagai basis data. Basis data 

teirseibut dapat digunakan seibagai asseit peirusahaan yang dapat 

dipeirjual beilikan kei pihak keitiga deingan nilai yang sangat tinggi. 

Apabila jual beili teirseibut digunakan tanpa izin konsumein, hal ini 

beirpoteinsi teirjadinya peilanggaran hak privasi atas data pribadi 

konsumein. Seihingga peirlindungan hukum teirhadap data pribadi dirasa 

sangat peinting kareina data pribadi meirupakan suatu informasi yang 

meileikat pada seitiap pribadi yang digunakan seibagai alat ideintifikasi 

peimilik data. 

Aspeik peirlindungan teirhadap data pribadi meinjadi salah satu 

hal peinting yang harus dipeirhatikan peinyeileinggara layanan dan 

reigulator. Kareina peinyalahgunaan data pribadi teirhadap konsumein 

dapat beirdampak pada peincurian ideintitas, peinyalahgunaan profil 



 
 

konsumein, peinawaran produk keipada konsumein yang datanya teircuri, 

hingga beirdampak pada risiko dan keirugian yang leibih beisar lainnya 

seipeirti keitidakpeircayaan masyarakat teirhadap layanan Finteich. 

Dalam POJK No. 77 tahun 2016 teintang Layanan Pinjam 

Meiminjam Uang Beirbasis Teiknologi Informasi pada pasal 26 

meinjeilaskan teintang keirahasiaan data bahwa:  

a) Meinjaga keirahasiaan, keiutuhan, dan keiteirseidiaan data pribadi, 

data transaksi, dan data keiuangan yang dikeilolanya seijak data 

dipeiroleih hingga data teirseibut dimusnahkan;  

b) Meimastikan teirseidianya proseis auteintikasi, veirifikasi, dan validasi 

yang meindukung keinirsangkalan dalam meingakseis, meimproseis, 

dan meingeikseikusi data pribadi, data transaksi, dan data keiuangan 

yang dikeilolanya;  

c) Meinjamin bahwa peiroleihan, peinggunaan, peimanfaatan, dan 

peingungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keiuangan yang 

dipeiroleih oleih Peinyeileinggara beirdasarkan peirseitujuan peimilik 

data pribadi, data transaksi, dan data keiuangan, keicuali diteintukan 

lain oleih keiteintuan peiraturan peirundangundangan;  

d) Meinyeidiakan meidia komunikasi lain seilain Sisteim Eileiktronik 

Layanan Pinjam Meiminjam Uang Beirbasis Teiknologi Informasi 

untuk meimastikan keilangsungan layanan nasabah yang dapat 

beirupa surat eileiktronik, call ceinteir, atau meidia komunikasi 

lainnya; dan  

e) Meimbeiritahukan seicara teirtulis keipada peimilik data pribadi, data 

transaksi, dan data keiuangan teirseibut jika teirjadi keigagalan dalam 

peirlindungan keirahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data 

keiuangan yang dikeilolanya. 

Jadi dapat dipahami bahwa peirlindungan konsumein teirhadap 

data pribadi sudah di atur dalam POJK Nomor 77 tahun 2016 dan 

POJK Nomor 13 tahun 2018, seihingga konsumein meirasa teirlindungi. 



 
 

Namun dalam POJK teirseibut beilum meinyinggung peirlindungan 

konsumein untuk pinjam meiminjam uang beirbasis syariah. Seipeirti 

yang kita keitahui di Indoneisia meirupakan masyarakat mayoritas 

beiragama Islam, seihingga peirlu OJK meimbuat aturan teintang 

financial teichnology beirbasis syariah.  

Jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, 

POJK No. 77 tahun 2016 dan POJK No. 13 tahun 2018 sudah terdapat 

perlindungan konsumen, yakni masuk kepada hak atas kenyamanan, 

kemanan, dan keselamatan dan mengkomsumsi barang dan/atau jasa; 

hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

Jadi jelas dalam POJK No. 77 tahun 2016 tentang layanan 

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan POJK No. 13 

tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sector jasa keuangan 

sudah terpenuhinya perlindungan konsumen jika mengacu kepada 

undang-undang perlindungan konsumen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

PEiNUTUP 

1. Keisimpulan 

Beirdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan yang teilah peineiliti 

kaji, maka dalam hal ini peineiliti meimbeirikan keisimpulan seibagai beirikut: 

a. Dalam hukum Islam pinjaman atau utang-piutang diartikan seibagai Al-

Qardh, utang-piutang adalah meimbeirikan harta deingan dasar kasih 

sayang keipada siapa saja yang meimbutuhkan dan akan dimanfaatkan 

deingan beinar. Yang mana pada suatu saat nanti harta te irseibut akan 

dikeimbalikan lagi keipada orang yang meimbeirikannya. Dalam hukum 

Islam pinjaman onlinei dipeirboleihkan, beirdasarkan prinsip muamalah 

yaitu pada dasarnya seigala beintuk muamalah adalah boleih, keicuali 

yang dilarang dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Prinsip ini 

meingandung arti bahwa hukum Islam meimbeirikan keiseimpatan yang 

luas teirhadap peirkeimbangan beintuk dan macam-macam muamalah 

seisuai deingan keibutuhan hidup masyarakat. Kemudian dalam Fatwa 

DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 dijeilaskan bahwa pinjaman onlinei 

dipeirboleihkan yang teirpeinting dalam peineirapannya tidak 

beirteintangan deingan prinsip syariah yaitu antara lain riba, gharar, 

maysir, tadlis, dharar, zhulm dan haram dan teirdapat jeinis-jeinis akad 

yang dipeirboleihkan yaitu mudharabah, musyarakah, wakalah bi al 

ujrah, dan qardh, namun dalam aspek perlindungan konsumen Fatwa 

DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 belum secara khusus mengatur 

tentang perlindungan konsumen terutama dalam per to peer lending 

(P2P Lending), aturan yang ada pada Fatwa DSN MUI Nomor 117 

tahun 2018 tersebut masih membahas financial technology secara 

umum. 

b. Dalam hal upaya Peirlindungan Hukum teirhadap konsumein pada 

layanan pinjaman uang beirbasis Financial Teichnology atau Finteich 

P2PL teirdapat peiraturan dan keiteintuan-keiteintuan yang meingatur 

teihadap peinyeileinggaraan keigiatan ini, peilaku usaha atau 



 
 

peinyeileinggara Finteich P2PL wajib meimpeirhatikan dan meilaksanakan 

keiteintuan-keiteintuan pada Peiraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 

Teintang Layanan Pinjam Meiminjam Uang Beirbasis Teiknologi 

Informasi. Dalam peiraturan ini meiliputi; keileimbagaan; peindaftaran; 

peirizinan; batasan peimbeirian pinjaman dan; tata keilola teiknologi 

informasi peinyeileinggara; batasan keigiatan; manajeimein risiko; 

laporan, seirta eidukasi peirlindungan konsumein. Meinurut keiteintuan 

Pasal 29 POJK 77/2016 Peinyeileinggara wajib meineirapkan prinsip 

dasar dari peirlindungan Peingguna yaitu: 

a. Transparansi; 

b. Perlakuan yang adil; 

c. Keandalan; 

d. Kerahasiaan dan keamanan data dan; 

e. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya 

terjangkau.  

Seilain itu wajib juga meimpeirhatikan keiteintuan Peiraturan 

peirundang-undangan lainnya seipeirti Undang-Undang Peirlindungan 

Konsumein, POJK Peirlindungan Konsumein dan POJK Layanan 

Peingaduan Konsumein. Apabila diteimukan peilanggaran seisuai Pasal 

47 POJK 77/2016 Peinyeileinggara apabila meilanggar keiteintuan 

Peiraturan Otoritas Jasa Keiuangan ini dikeinakan sanksi seibagai 

beirikut: 

a. Peiringatan teirtulis; 

b. Deinda yaitu keiwajiban untuk meimbayar seijumlah uang teirteintu; 

c. Peimbatasan keigiatan usaha; dan 

d. Peincabutan izin. 

Jadi hukum Islam dan hukum positif sama-sama meingatur 

masalah peirlindungan konsumein untuk meinciptakan keimaslahatan, 

keiadilan, keiseiimbangan, keiamanan dan keiseilamatan seirta meinjamin 

keipastian hukum dalam lalu lintas peirdagangan. Peirbeidaannya, hukum 

Islam leibih meinampakkan nilai-nilai reiligiusitas deingan tidak 



 
 

meingeisampingkan nilai-nilai sosial dan keimanusiaan (hubungan 

veirtical dan horizontal), seidangkan hukum positif seipeirti POJK leibih 

meinampakkan nilai-nilai sosial dan keimanusiaan (hubungan 

horizontal). 

2. Saran 

 Saat ini Otoritas Jasa Keiuangan sangat beirpeiran peinting dalam 

meilakukan peingawasan teirhadap finteich beirbasis peieir to peieir leinding. 

Banyak finteich yang beirmunculan tanpa meindapatkan izin dari Otoritas 

Jasa Keiuangan, dan hal teirseibut peirlu meindapatkan peirhatian leibih dari 

Otoritas Jasa Keiuangan kareina saat ini banyak konsumein yang dirugikan 

kareina hal teirseibut. Otoritas Jasa Keiuangan peirlu meinambahkan reigulasi 

untuk finteich baik konveinsional maupun syariah yang banyak 

beirmunculan saat ini. Kemudian adanya Peinambahan tulisan “diawasi 

oleih Otoritas Jasa Keiuangan dan Undang-Undang Peirlindungan 

Konsumein” pada aplikasi akan meinambah keiyakinan konsumein bahwa 

finteich teirseibut beinar sudah teirdaftar. Himbauan juga untuk konsumein 

agar leibih hati-hati dan seileiktif dalam meimilih finteich beirbasis peieir to 

peieir leinding teirseibut. 
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